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ABSTRAK 
 
Nama : Pipit Adhe Saptalia Mulyani.S.NPM :2115500041.Judul :“Mekanisme 
Rekrutmen Dalam Meningkatkan Kualitas Caleg Partai golkar Di Kota Tegal 
Tahun 2019”.  
Pokok Permasalahan dalam penelitian ini adalah :Bagaimana mekanisme 
rekrutmen dalam meningkatkan kualitas Caleg Partai Golkar Di Kota Tegal 
tahun 2019 beserta faktor pendukung dan faktor penghambat dapat 
dideskripsikan secara mendalam dan luas berdasarkan pengalaman peneliti dari 
penelitiannya. Metode yang digunakan adalah wawancara, observasi dan 
dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah KPU Kota Tegal/Staff, 1 
orang, Ketua DPD Partai Golkar1 orang, Pengurus Partai Golkar 2 orang, Caleg 
partai golkar 7 orang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan 
rekrutmen dalam meningkatkan kualitas Caleg Partai Golkar Di Kota Tegal 
beserta faktor penghambat pelaksanaan rekrutmen Penelitian ini menggunakan 
pendekatan kualitatif supaya penelitian mengenai implementasi fungsi partai 
politik sebagai sarana rekrutmen politik pada Partai Golkar Kota Tegal. Hasil 
penelitian mekanisme rekrutmen dalam meningkatkan kualitas Caleg Partai 
Golkar dilakukan berdasarkan keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar 
Nomor: JUKLAK-11/DPP/GOLKAR/V/2018 tentang mekanisme Rekrutmen caleg 
partai golkar Kabupaten/ Kota. Faktor pendukung Mekanisme Rekrutmen dalam 
Meningkatkan Kualitas Caleg Partai Golkar di Kota Tegal Tahun 2019 
Diantaranya yaitu dalam Perekrutan calon anggota legislatif, partai Golkar 
mengambil dari semua kader yang sudah ada di struktur kepengurusan Dewan 
Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kota Tegal serta pengurus di tingkat 
kecamatan (PK) dan di dalam ormas yang mendirikan dan didirikan Partai Golkar 
(Hasta Karya). Faktor penghambat Mekanisme Rekrutmen dalam Meningkatkan 
Kualitas Caleg Partai Golkar di Kota Tegal Tahun 2019: 1). Adanya pengunduran 
diri 2). Tidak mau mendapatkan nomor urut bawah 3). Kesulitan pemenuhan 
kuota 30% calon anggota legislatif perempuan 
 
Kata kunci: Rekrutmen Politik, Partai Golongan Karya (Golkar) dan Kualitas 
Caleg 
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ABSTRACT 
Name: Pipit Adhe Saptalia Mulyani.S.NPM: 2115500041.Title: "Recruitment 
Mechanisms in Improving the Quality of Golkar Party Candidates in Tegal City in 
2019". 
The main issues in this study are: How the recruitment mechanism in improving 
the quality of the Golkar Party Candidates in Tegal City in 2019 along with 
supporting factors and inhibiting factors can be described in depth and broadly 
based on the experience of researchers from his research. The methods used are 
interviews, observation and documentation. The informants in this study were the 
KPU of the City of Tegal / Staff, 1 person, Chairman of the Golkar Party DPD1, 2 
people from the Golkar Party, 7 people from the Golkar Party. The purpose of this 
study is to describe recruitment in improving the quality of the Golkar Party 
Candidates in Tegal City along with the inhibiting factors of the recruitment. This 
study uses a qualitative approach so that research on the implementation of the 
functions of political parties as a means of political recruitment in the Golkar 
Party of Tegal City. The results of the recruitment mechanism research in 
improving the quality of Golkar Party Candidates are carried out based on the 
decision of the Golkar Party Central Leadership Number: JUKLAK-11 / DPP / 
GOLKAR / V / 2018 about the recruitment mechanism of Golkar Regency / City 
party candidates. Supporting Factors in the Recruitment Mechanism in Improving 
the Quality of Golkar Party Candidates in Tegal City in 2019 Among them is in 
the recruitment of legislative candidates, the Golkar party takes from all cadres 
that already exist in the management structure of the Regional Leadership Council 
(DPD) of the Golkar Party in Tegal City and administrators at the district level 
(PK) and within the mass organizations that established and established the 
Golkar Party (Hasta Karya). Inhibiting factors in the mechanism of recruitment in 
improving the quality of Golkar party candidates in Tegal city in 2019: 1). 
Resignation 2). Do not want to get the serial number below 3). Difficulties in 
fulfilling the 30% quota for female legislative candidates 
  
Keywords: Political Recruitment, Work Group Party (Golkar) and Quality of 
Candidates 
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BAB 1 
PENDAHULUAN 
I.I. Latar Belakang 
Menurut Miriam Budiardjo (2014:403-404) Partai politik adalah suatu 
kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, 
dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan 
politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk 
melaksanakan programnya. Kehadiran partai politik tidak dapat dilepaskan dari 
fungsi dan perannya untuk mengelola Negara. Keberadaan partai politik menjadi 
keharusan, sebab fungsi utama partai politik adalah bersaing untuk memenangkan 
pemilihan umum (Pemilu), menampung berbagai aspirasi dan kepentingan 
masyarakat, menyediakan alternatif kebijakan, dan mempersiapkan para calon 
pemimpin yang akan duduk dalam Pemerintahan. 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-
undang sebelumnya yakni Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai 
Politik, mengatakan : 
Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan di bentuk oleh 
sekelompok warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan 
kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan 
politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
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Tujuan umum partai politik yang di atur dalam pasal 10 ayat 1 Undang-
undang Nomor 2 Tahun 2011 adalah : 
a. Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945;  
b. Menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia;  
c. Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila 
dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. 
d. Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. 
  
Sedangkan Fungsi Partai Politik di Indonesia di atur dalam pasal 11 ayat 1 
Undang-undamg Nomor 2 Tahun 2011 adalah.  
1. Partai Politik Berfungsi sebagai sarana : 
a. Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar 
menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan 
kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan 
bernegara.  
b. Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan 
bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat.  
c. Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik 
masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan 
Negara.  
d. Partisipasi politik warga negara Indonesia.  
e. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik 
melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan 
kesetaraan dan keadilan gender.  
2. Fungsi Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan 
secara konstitusional.  
Selain Pasal di atas Budiardjo (2014:405) mengungkapkan terdapat 4 
fungsi partai politik di Indonesia, yaitu: (1) Sebagai sarana komunikasi politik, (2) 
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Sebagai sarana sosialisasi atau pendidikan politik, (3) Sebagai sarana rekruitmen 
politik, dan (4) Sebagai sarana pengatur konflik. 
Salah satu fungsi partai politik adalah rekrutmen politik. Menurut Surbakti 
(2013:150) Rekrutmen politik adalah seleksi dan pemilihan atau seleksi dan 
pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah 
peranan dalam sisitem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya. 
Fungsi ini semakin besar posisinya manakala partai politik merupakan partai 
politik tunggal seperti dalam sistem politik totaliter, atau manakala partai politik 
merupakan partai mayoritas dalam badan perwakilan rakyat sehingga berwenang 
membentuk pemerintahan dalam sistem politik demokrasi. Fungsi rekrutmen 
merupakan kelanjutan dari fungsi mencari dan mempertahankan kekuasaan.   
Rekrutmen politik dilakukan untuk mendapatkan kandidat yang sesuai 
untuk mewakili partai dalam mengisi jabatan sebagai calon legislatif, calon 
pemimpin lokal, maupun pemimpin nasional. Hal ini dikarenakan partai 
merupakan kendaraan politik yang sah untuk mempersiapkan kader-kadernya 
sebagai calon pemimpin pada jenjang dan posisi tertentu. Maka dapat dikatakan 
bahwa fungsi rekrutmen politik adalah suatu hal yang penting karena merupakan 
sebuah proses awal, untuk menentukan kinerja lembaga legislatif nantinya.  
Pasal 29 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 yang mengatur tentang 
Rekrutmen Politik, adalah sebagai berikut : 
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(1). Partai Politik melakukan rekrutmen terhadap warga Negara Indonesia 
untuk menjadi : 
a. Anggota partai politik  
b. Bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan  
Rakyat Daerah 
c. Bakal calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah  
d. Bakal calon Presiden dan Wakil Presiden  
(1a). Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
dilkasanakan melalui seleksi kaderisasi secara demokratis sesuai dengan 
AD dan ART dengan mempertimbangkan paling sedikit 30% keterwakilan 
perempuan. 
(2). Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d 
dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD dan ART serta 
peraturan perundang-undangan  
(3). Penetapan atas rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat 
(1a) dan ayat 2 dilakukan dengan pengurus partai politik sesuai dengan 
AD dan ART  
 
Dari Pasal di atas yang berkaitan dengan rekrutmen politik terdapat pada 
point (1a dan 1b) serta point 3. Dimana point- point tersebut menjelaskan bahwa 
rekrutmen bakal calon anggota legislatif (Bacaleg) dilakukan melalui kaderisasi. 
Partai politik tanpa kaderisasi tidak berarti apa-apa. Sistem kaderisasi akan 
berjalan baik jika semua pihak terkait saling bekerja sama dalam membentuk 
pengkaderan. Kaderisasi ini dikatakan sebagai persoalan penting karena 
sesungguhnya di dalam partai politik perlu mengkaji lagi soal calon pemimpin 
yang miliki visi demokrasi dan mental jujur.   
Pemilu legislatif 2019 merupakan ajang untuk merekrut calon anggota 
legislatif (Caleg) yang di usung oleh berbagai partai politik untuk duduk sebagai 
anggota DPR, DPD dan DPRD untuk masa bakti 2019-2024. Sedangkan Pemilu 
legislatif di Kota Tegal masih diwarnai dengan adanya partai pendatang atau 
partai baru, dimana Partai-partai tersebut yang nantinya akan bersaing dengan 
partai-partai lama yang sudah berdiri dari dulu yaitu Partai Demokrat, Partai 
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Golongan Karya (GOLKAR), Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA), Partai  
Nasional Demokrat (NASDEM), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Gerakan 
Indonesia Raya (GERINDRA), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrasi 
Indonesia Perjuangan (DIP-P), Partai Persatuan Indonesia (PERINDO), Partai 
Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan 
Pembangunan (PPP). Sedangkan Munculnya 3 partai baru di Kota Tegal di 
antaranya: Partai Garuda, Partai Berkarya dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). 
Dari ke tiga partai tersebut nantinya akan bersaing dengan partai-partai lama yang 
akan merebutkan kursi di DPRD Kota Tegal. Hal ini yang akan menambah daftar 
sejarah panjang dalam kaca perpolitikan di Kota Tegal menjelang pemilu serantak 
2019. Dengan adanya penambahan Partai- partai baru dikaca perpolitikan maka, 
nantinya akan menambah jumlah peserta calon anggota legisliatif di Kota Tegal. 
Dari data yang telah dikalkulasi oleh KPU Kota Tegal jumlah calon legislatif 
sebelum ada penambahan 3 Partai Politik (Parpol) pendatang Yaitu sejumlah 
200.114 peserta terdiri dari calon legislatif laki-laki sejumlah 100.187 dan calon 
legislatif perempuannya sejumlah 99.927 pada pemilu legislatif tahun 2014. 
Sedangkan setelah tedapat penambahan 3 partai politik, jumlahnya menjadi 
204.677 peserta yang terdiri atas 101.897 Calon legislatif laki-laki, dan 102.780 
Calon legislatif perempuan pada pemilu legislatif tahun 2019 yang terdistribusi ke 
Daerah Pemilihan (Dapil) seperti: Tegal Selatan, Margadana, Tegal Barat dan 
Tegal Timur. Dari 4 dapil tersebut dimana caleg mensosialisasikan dirinya untuk 
menyampaikan visi dan misi serta program kinerja selama 5 tahun caleg menjabat. 
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Ini yang nanti masyarakat nilai dari kualitas serta intelektual caleg saat berdialog 
dengan audiens atau masyarakat Kota Tegal. 
Pada Penelitian ini, Peneliti berfokus pada salah satu Partai Politik yang 
eksistensinya telah menasional hampir diseluruh wilayah, partai yang dimaksud 
merupakan Partai Golongan Karya (Golkar). Partai Golkar merupakan partai yang 
telah berdiri sejak lama serta memiliki banyak kader yang duduk di parlemen, 
baik pusat maupun di daerah. Maka dari itu Partai Golongan Karya (Golkar) 
berperan penting untuk melalukan rekrutmen terhadap orang-orang yang 
berkualitas yang di usung menjadi calegnya, karena kualitas caleg akan 
berpengaruh terhadap kualitas parlemen.  
Golongan Karya (golkar) adalah salah satu partai besar yang telah berdiri 
cukup lama dan telah mengalami banyak hal dalam menghadapi dinamika 
perpolitikan di Indonesia. Golongan Karya yang semula berdiri dengan nama 
Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar), pada 20 Oktober 1964 
sebagai kelompok federatif yang didukung oleh organisasi-organisasi fungsional. 
Namun sebelum pemilihan umum 1971 dilaksanakan, Presiden Soeharto telah 
mengumumkan agar dilakukan penggabungan partai-partai politik yang ada, yang 
kemudian dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu kelompok Nasionalis, kelompok 
spiritual, dan Golongan Karya. Selanjutnya pada 14 Maret 1970, ada sembilan 
partai politik yang menggabungkan diri ke dalam dua golongan, yaitu golongan 
spiritual dan golongan nasionalis. Golongan Karya tergabung dalam golongan 
nasionalis. (Akbar Tandjung, 2007:121)  
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Partai Golkar membuka kesempatan kepada semua elemen masyarakat 
untuk menjadi anggota partai. Jadi Mekanisme Perekrutan Anggota Partai Golkar 
bersifat terbuka, dalam artian seluruh elemen masyarakat dapat mendaftar dan 
menjadi anggota partai golkar dan bisa diakses melalui kantor-kantor DPD Partai 
Golkar disetiap daerah Kabupaten/Kota. Dalam hal ini Partai Golkar berkomitmen 
untuk mendorong demokrasi dalam pengkaderan, jadi setiap elemen masyarakat 
bisa mendaftar sebagai kader partai, kemudian menjadi anggota partai dan 
selanjutnya dapat diusung sebagai calon pimpinan partai atau menjadi calon 
anggota legislatif dari partai sesuai ( Undang-Undang No.8 tahun 2012 tentang 
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Daerah, Dan Dewan Perwkilan Rakyat Daerah) jika benar-benar berprestasi sesuai 
dengan ideologi, visi, misi dan platfrom partai.  
Partai Golkar membuka pendaftaran calon legislatif untuk semua 
tingkatan, baik pengurus partai, elemen masyarakat dan anggota partai yang 
dimulai pada tanggal 4 Juli 2018 sampai 17 Juli 2018. Tawaran ini terbuka untuk 
siapa saja yang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang No 
20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten/Kota.  
Selain itu harus memenuhi persyaratan khusus yang dibuat oleh Partai 
Golkar, yakni diantaranya bersedia menjadi anggota Partai Golkar, patuh dan taat 
pada Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, Manifesto Perjuangan dan 
peraturan-peraturan serta ketetapan Partai Golkar, dan bersedia mengikuti 
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Pendidikan dan Latihan Kader (Diklat) Partai Golongan Karya (Golkar). Bakal 
dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan dan dicalonkan hanya di 1 (satu) 
daerah pemilihan. Selain itu Partai Golkar memiliki kriteria sendiri yang harus 
dimiliki oleh kader atau Caleg berdasarkan Keputusan Dewan Pimpinan Pusat 
Partai Golkar Nomor: JUKLAK-10/DPP/GOLKAR/V/2017 tentang Mekanisme 
Rekrutmen Partai Golkar Kabupaten/Kota salah satunya adalah harus memiliki 
prestasi, dedikasi, disiplin, loyalitas dan tidak tercela (PD2LT). 
Setelah anggota Partai telah memenuhi semua persyaratan tersebut, maka 
Tim pengurus Partai nantinya mengusung anggota Partai menjadi kandidat yang 
bakal di jadikan bakal calon anggota legislatif (Bacaleg), kemudian Bacaleg akan 
melalui semua tahapan seleksi yang diselenggarakan oleh Partai Golkar. Setelah 
tahapan telah dilakasanakan nantinya Bacaleg akan dinilai oleh tim seleksi dan 
disaring kembali mana saja Bacaleg yang lebih unggul pada semua bidang yang di 
ujikan. Selanjutnya Bacaleg diberi pelatihan Khusus, mengverifikasi data dan 
melaksanakan tahap administrasi akhir. Setelah itu Bacaleg akan di tetapkan 
menjadi Daftar Calon Tetap.  
Dengan kata lain Mekanisme Rekrutmen Caleg Partai Golkar bersifat 
terterbuka. Dimana rekrutmen terbuka adalah setiap masyarakat berhak untuk 
memilih siapa saja yang bakal menjadi calon pemimpin didalam negaranya serta 
pengumuman hasil pemenang dari kompetisi tersebut dilaksanakan secara 
terbuka, dan terang-terangan. Dikenal dengan istilah LUBER: Langsung Umum 
Bebas dan Rahasia, JURDIL: Jujur dan Adil. 
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Kenyataan dilapangan, ada beberapa caleg dari partai golkar belum 
memenuhi syarat yang ditentukan berdasarkan keputusan Dewan Pimpinan Pusat 
Partai Golkar Nomor: JUKLAK-10/DPP/GOLKAR/V/2018 tentang Mekanisme 
Rekrutmen Caleg Kabupaten/Kota, dimana diantaranya Caleg tidak mengikuti 
tahap Pendidikan dan Latihan Calon Anggota Legislatif, serta dalam tahap  
penilaian ada point khusus yang dimana caleg diharuskan memiliki prestasi, 
dedikasi,displin dan tidak terela serta ada salah satu mantan narapidana, walaupun 
dalam keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) memperbolehkan mantan 
narapidana mencalonkan, tetapi dalam etis politik ini tidak di benarkan. Sehingga 
nantinya akan mempengaruhi elektabilitas dan kualitas dari caleg tersebut.  
Fenomena lain adalah masih ada caleg yang belum mengabdikan dirinya 
menjadi anggota atau pengurus, dan tidak menguikuti pendidikan kepartaian. 
Selain itu belum adanya prestasi yang dimilikinya sebelum caleg menduduki 
jabatan Pemerintahan, ini yang nantinya mempengaruhi kualitas caleg dan 
lembaga legislatif tersebut. 
Berdasarkan latar belakang dan fenomena tersebut serta beberapa 
penelitian yang dilakukan sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk 
menyempurnakan penelitian sebelumnya dengan mengangkat judul  
“Mekanisme Rekrutmen Dalam Meningkatkan Kualitas Caleg Partai Golkar 
Di Kota Tegal Tahun 2019”. 
I. 2. Rumusan Masalah 
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Dalam melakukan rekrutmen Pemilihan Legislatif Partai Golkar di Kota 
Tegal Tahun 2019-2024. Partai Golkar menggunakan sistem proporsinal dengan 
daftar calon terbuka maka disusunlah adanya daerah pemilihan (Dapil). Tujuan di 
bentuknya Daerah Pemilihan ini adalah untuk memperbesar keterwakilan 
masyarakat, sehingga bisa menampung aspirasi-aspirasi masyarakat khusus di 
Daerah Kota Tegal. Selain itu partai golkar harus mempunyai elektabilitas tinggi 
dan juga harus bersih dan memiliki rekam jejak yang jelas serta memenuhi syarat 
pengabdian, dedikasi, loyalitas, dan tidak tercela.  
Pada Kenyataannya kreteria atau syarat yang dilakukan partai golkar belum 
semuanya terlaksana dengan baik, karena dalam kriteria atau syarat tersebut ada 
caleg mantan narapidana serta caleg yang belum mengabdikan menjadi anggota 
atau pengurus dan juga caleg yang tidak mengikuti pendidikan kepartaian. Hal ini 
yang nantinya akan mengakibatkan kualitas caleg buruk dan tidak mempunyai 
kompetensi tinggi. 
Berdasarkan latar belakang diatas, maka pokok permasalahan penelitian ini    
adalah: 
1.  Bagaimana mekanisme rekrutmen dalam meningkatkan kualitas caleg 
Partai Golkar di Kota Tegal? 
2 Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat pelaksanaan  
mekanisme rekrutmen dalam meningkatkan kualitas caleg Partai Golkar 
di Kota Tegal? 
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I. 3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
I.3.1   Tujuan Penelitian  
Adapun penelitian ini memiliki tujuan diantaranya sebagai berikut : 
1. Untuk mendeskripsikan mekanisme rekrutmen dalam meningkatkan 
kualitas caleg Partai Golkar di Kota Tegal.  
2. Untuk mendeskripsikan Faktor-faktor apa saja yang menghambat 
pelaksaaan mekanisme rekrutmen dalam meningkatkan kualitas caleg 
Partai Golkar di Kota Tegal. 
I.4.1   Manfaat Penelitian  
Dengan adanya studi penelitian ini, diharapkan akan memberi manfaat 
sebagai berikut.  
1. Manfaat Teoritis  
Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan 
bahan kajian serta studi lebih lanjut terhadap pengembangan ilmu 
pengetahuan khususnya dibidang politik serta sebagai bahan masukan 
bagi penelitian selanjutnya yang memiliki arah permasalahan yang 
sama.  
2. Manfaat Praktis  
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a. Bagi penulis, penelitian ini berguna untuk menambah 
pengetahuan tentang rekrutmen politik, serta untuk memenuhi 
salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan program 
Strata 1 Prodi Ilmu Pemerintahan.  
b. Bagi partai politik, dalam hal ini adalah Partai Golkar di Kota 
Tegal, diharapkan dapat menjadi masukan, tambahan informasi 
serta sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan 
partai terutama yang berkaitan dengan rekrutmen politik.  
c.      Bagi Pemerintah, khususnya Pemerintah Kota Tegal, diharapkan dapat 
menjadi bahan masukan, tambahan informasi dalam pemanfatan 
kinerja dibidang politik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB II 
TINJUAN PUSTAKA 
II. 1 Kerangka Teori 
II.1.1 Penelitian Terdahulu 
Penelitian terdahulu mengenai rekrutmen dalam meningkatkan kualitas 
caleg telah banyak diteliti oleh peneliti lain. Namun penelitian ini berbeda dengan 
penelitian-penelitian sebelumnnya, hal ini dapat dilihat dari perbedaan segi 
permasalahan, kerangka teori serta studi kasus yang digunakan. Hal itu diuraikan 
sebagai berikut: 
1. Penelitian model rekrutmen politik yang di teliti oleh Hendra Sukmana, 
Arsyiah tahun 2013 bersumber dari jurnal yang berjudul “MODEL 
REKRUTMEN CALON ANGGOTA LEGISLATIF OLEH PARTAI 
POLITIK DI DPD PARTAI GOLKAR KABUPATEN SIDOARJO”. 
Teori Budiardjo (2008:164) rekruitmen politik dalam partai politik 
berfungsi untuk mencari dan mengajak orang berbakat untuk turut aktif 
dalam kegiatan politik sebagai anggota partai 
        Ringkasan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pola rekrutmen calon 
anggota legislatif DPD Partai Golkar Kabupaten Sidoarjo, sudah berjalan dengan 
baik dan tidak mengalami banyak perubahan dibandingkan dengan pola 
rekrutmen calon anggota legislatif pada periode sebelumnya. 
2. Penelitian model rekrutmen politik yang di teliti oleh Teguh Adi Prasojo 
tahun 2013 bersumber dari jurnal yang berjudul “POLA REKRUTMEN 
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CALON ANGGOTA LEGISLATIF (CALEG) DARI PARTAI GOLKAR 
UNTUK DPRD JATENG PERIODE” 2014-2019.  
Teori Surbakti (2010:118) mengatakan rekrutmen politik adalah seleksi dan 
pemilihan atau seleksi dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk 
melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan 
pemerintahan pada khususnya 
Ringkasan hasil penelitian dalam melaksanakan rekrutmen Caleg untuk 
DPRD Provinsi Jateng DPD Partai Golkar Jateng menggunakan pola 
rekrutmen secara terbuka dan Pola rekrutmen Caleg DPRD Jateng DPD 
Partai Golkar Jateng bersifat campuran antara Top-down dan Bottom-up 
II.1.2 Partai Politik 
Partai politik umumnya dianggap sebagai manifestasi dari suatu sistem 
politik yang sudah modern atau yang sedang dalam proses memodernisasi diri. 
Maka dari itu dewasa ini negara-negara baru partai politik sudah menjadi lembaga 
yang biasa dijumpai. Partai Politik itu sendiri merupakan suatu kelompok 
organisasi yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi nilai-nilai dan cita-cita 
yang sama. (A. Rahman H.I, 2007:101) 
Partai politik menurut Miriam Budiardjo (2014:403-404) merupakan suatu 
kelompok yang terorganisasi yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, 
nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. tujuan yang dimaksud dalam pengertian ini 
adalah untuk memperoleh kekuasaan politik atau merebut kedudukan politik 
secara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan umum didalam Undang-
undang No. 2 Tahun 2011 tentang partai politik, dinyatakan bahwa partai politik 
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adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga 
Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita 
untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, 
bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia berdasarkan pancasila dan Undang-Undang dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 
Menurut Giovanni Sartori (dalam Mariam Budiardjo 2014:404) Partai 
politik adalah suatu kelompok politik yang mengikuti pemilihan umum dan 
melalui pemilihan umum itu, mampu menempatkan calon-calonnya untuk 
menduduki jabatan-jabatan publik. Sedangkan Sigmund Neuman (dalam Mariam 
budiarjo 2014:405) mengemukakan bahwa partai politik adalah organisasi dari 
aktivis-aktivis politik yang berusaha mengusai kekuasaan Pemerintahan serta 
merebut dukungan rakyat melalui suatu bersaingan dengan sutau golongan atau 
golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan berbeda.  
Dari beberapa pendapat para ahli yang telah disebutkan diatas, maka dapat 
disimpulkan bahwa Partai Politik merupakan organisasi politik yang memiliki 
ideologi dan cita-cita tertentu yang ingin diraih secara bersama-sama dan 
memiliki tujuan untuk merebut atau mepertahankan kekuasaan dengan cara 
bersaing dalam pemilu untuk menduduki jabatan-jabatan publik. 
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II.1.3. Tujuan dan Fungsi Partai Politik  
Kehadiran partai politik sebagai cerminan bahwa hak-hak asasi manusia 
mendapat tempat terhormat, terutama hak menyatakan pendapat, maupun hak 
untuk berkumpul dan berserikat. Oleh sebab itu kehadiran partai politik dalam 
kegiatan politik memberi warna tersendiri, hal ini berdasarkan fungsi dan tujuan 
yang melekat pada partai politik. Tujuan dan fungsi partai politik di Indonesia 
diatur dalam peraturan Perundang-undangan.  
Tujuan umum partai politik yang di atur dalam pasal 10 ayat 1 Undang-
undang Nomor 2 Tahun 2011 adalah : 
a. Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945;  
b. Menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia;  
c. Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan 
menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 
d. Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.  
 
Sedangkan Fungsi Partai Politik di Indonesia di atur dalam pasal 11 ayat 
1 Undang-undamg Nomor 2 Tahun 2011 adalah.  
1. Partai Politik Berfungsi sebagai sarana : 
a. Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi 
warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam 
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.  
b. Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa 
Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat.  
c. Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat 
dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan Negara.  
d. Partisipasi politik warga negara Indonesia.  
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e. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui 
mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan 
gender.  
2. Fungsi Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan 
secara konstitusional.  
Menurut Miriam Budiardjo (2014:405) ada 4 fungsi partai politik di negara 
demokrasi, yaitu sebagai berikut : 
1. Sebagai sarana komunikasi politik  
Partai politik mengadakan penggabungan kepentingan (interest 
aggregation) yang berupa pendapat dan aspirasi, kemudian diolah dan 
dirumuskan dalam bentuk yang lebih teratur atau dinamakan perumusan 
kepentingan (interest articulation). Jika tidak ada agregasi dan artikulasi, 
maka pendapat atau aspirasi tersebut akan simpang siur dan saling 
berbenturan. Oleh karena itu dengan agregasi dan artikulasi kepentingan 
kesimpangsiuran dan benturan dikurangi. 
Setelah itu partai politik merumuskan menjadi usulan kebijakan yang 
dimasukkan dalam program atau platform partai (goal formulation) untuk 
diperjuangkan atau disampaikan melalui parlemen kepada pemerintah agar 
dijadikan kebijakan umum (public policy). Demikianlah tuntutan dan 
kepentingan masyarakat disampaikan kepada pemerintah melalui partai 
politik. 
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2. Sebagai sarana sosialisasi atau pendidikan politik  
Sosialisasi politik adalah suatu proses yang melaluinya seseorang 
memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik, yang 
umumnya berlaku dalam masyarakat dimana ia berada. Merupakan bagian 
dari proses yang menentukan sikap politik seseorang,misalnya mengenai 
Nasionalisme, kelas sosial, suku bangsa, ideologi, hak dan kewajiban. 
3. Sebagai sarana rekruitmen politik. 
Fungsi ini berkaitan dengan masalah seleksi kepemimpinan, baik 
kepemimpinan internal partai maupun kepemimpinan nasional yang lebih 
luas. Untuk kepentingan internalnya, setiap partai butuh kader-kader yang 
berkualitas, karena hanya dengan kader yang demikian ia dapat menjadi 
partai yang mempunyai kesempatan lebih besar untuk menggembangkan 
diri. Dengan mempunyai kader yang baik, parati tidak akan sulit 
menentukan pemimpinnya sendiri dan mempunyai peluang untuk 
mengajukan calon untuk masuk ke bursa kepemimpinan nasional.  
4. Sebagai sarana pengatur konflik. 
Konflik akan selalu ada dalam setiap masyarakat, terutama pada 
masyarakat yang sifatnya heterogen. Apakah dari segi etnis, sosial dan 
ekonomi, maupun agama. Setiap perbedaan menyimpan potensi konflik. 
Disini peran partai politik diperlukan untuk membantu mengatasi konflik, 
atau sekurang-kurangnya dapat diatur sedemikian rupa sehingga akibat 
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negatifnya dapat diterapkan semaksimal mungkin. Elite partai dapat 
menumbuhkan pengertian diantara mereka dan bersamaan dengan itu juga 
meyakinkan pendukungnya (Budiardjo, 2014: 405-409) 
II.1.4. Rekrutmen Politik  
Rekrutmen Politik merupakan proses mencari atau mendapatkan anggota 
yang baru yang di lakukan oleh organisasi atau lembaga yang bersifat politik 
ataupun non politik. Rekrutmen politik berlangsung dalam suatu tatanan yang 
jelas membutuhkan keberlangsungan secara terus menerus dalam suatu lembaga. 
Istilah rekrutmen lebih dikenal dalam bahasa berpolitikan, dan kemudian diadopsi 
oleh partai politik seiring dengan kebutuhan partai akan dukungan kekuasaan dari 
rakyat, dengan cara mengajak dan turut serta dalam keanggotaan partai tersebut. 
Rekrutmen sendiri memiliki acuan waktu dalam prosesnya, seperti dalam 
momentum pemilu ataupun regenerasi kepengurusan partai politik. 
Rekrutmen merupakan sebuah seleksi untuk pengisian peran dalam politik. 
Surbakti (2010:118) mengatakan rekrutmen politik adalah seleksi dan pemilihan 
atau seleksi dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk 
melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan 
pemerintahan pada khususnya. Sedangkan Haryanto, (1982:45) Definisi 
rekrutmen politik pada hakekatnya dapat diartikan sebagai penseleksian individu-
individu yang berbakat untuk menduduki jabatan politik  maupun jabatan 
Pemerintahan. 
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Budiardjo mengatakan (2014:164) rekruitmen politik dalam partai politik 
berfungsi untuk mencari dan mengajak orang berbakat untuk turut aktif dalam 
kegiatan poltik sebagai anggota partai. Terdapat perbedaan Budiardjo, Samsudin 
(2006:81) rekrutmen bukan hanya dalam kegiatan politik namun untuk 
menduduki suatu jabatan atau pekerjaan tertentu. 
Rekrutmen politik juga diharapkan mampu menciptakan suatu sistem 
politik yang dapat memberikan pelayanan dan perlindungan bagi masyarakat. 
Untuk memperoleh hal tersebut, aktor-aktor yang berkecimpung di dalam tersebut 
harus memiliki kualitas yang mumpuni serta melalui proses seleksi yang 
didasarkan pada latar belakang yang jelas. Tujuannya adalah agar rekrutmen yang 
dihasilkan mengisi jabatan politik mampu menjadi pelayanan dan pelindung 
masyarakat artinya artikulasi kepentingan masyarakat dapat diperjuangkan. 
Menurut Fadillah Putra, (2003:209) Rekrutmen Politik dibagi menjadi dua tipe 
diantaranya: 
1. Rekrutmen terbuka, yang mana syarat dan prosedur untuk menampilkan 
seseorang tokoh dapat diketahui secara luas. Dalam hal ini partai politik berfungsi 
sebagai alat bagi elit politik yang berkualitas untuk mendapatkan dukungan 
masyarakat. Cara ini memberikan kesempatan bagi rakyat untuk melihat dan 
menilai kemampuan elit politiknya. Dengan demikian cara ini sangat kompetitif. 
Jika dihubungkan dengan paham demokrasi, maka cara ini juga berfungsi sebagai 
sarana rakyat mengontrol legitimasi politik para elit.  
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Adapun manfaat yang diharapkan dari rekrutmen terbuka adalah: 
a. Mekanismenya demokratis 
b. Tingkat kompetisi politiknya sangat tinggi dan masyarakat akan mampu 
memilih pemimpin yang benar-benar mereka kehendaki 
c. Tingkat akuntabilitas pemimpin tinggi 
d. Melahirkan sejumlah pemimpin yang demokratis dan mempunyai nilai 
integritas pribadi yang tinggi. 
2.  Rekrutmen tertutup, berlawan dengan cara rekrutmen terbuka. Dalam 
rekrutmen tertutup, syarat dan prosedur pencalonan tidak dapat secara bebas 
diketahui umum. Partai berkedudukan sebagai promotor elit yang berasal dari 
dalam tubuh partai itu sendiri. Cara ini menutup kemungkinan bagi anggota 
masyarakat untuk melihat dan menilai kemampuan elit yang ditampilkan. Dengan 
demikian cara ini kurang kompetitif. Hal ini menyebabkan demokrasi berfungsi 
sebagai sarana elit memperbaharui legitimasinya. 
Berdasarkan rekrutmen politik yang di jelaskan Fadillah Putra, (2003:209) 
di atas. Partai Golkar secara umum menggunakan rekrutmen terbuka. Hal ini 
berkaitan dengan berbagai upaya sosialisasi yang partai lakukan untuk 
memberitahu serta mengajak berpartisipasi masyarakat dalam kegiatan pemilu 
legislatif tahun 2019. Dalam hal ini partai golkar Kota Tegal juga mengumumkan 
melalui media massa siapa saja nama-nama bacaleg yang akan mengisi di daerah 
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pemilihan masing-masing http://wartabahari.com/1120/berikut-daftar-nama-bakal-
calon-legislatif-partai -golkar/ 
Sedangkan Menurut Barbara Geddes dalam labolo dan teguh (2015:18) 
berkenaan dengan prosedur rekrutmen mengklasifikasikan sistem rekrutmen 
menjadi empat model yaitu:  
a. Partisanship yaitu rekrutmen politik dari partai politik yang dinilai atas 
dasar loyalitas pada partai dan berusaha mengumpulkan partisan. Model 
ini kurang memerhatikan kompetensi.  
b. Meritocratic yaitu rekrutmen dari kalangan yang memiliki kompetensi 
tinggi seperti teknokrat, pengusaha, guru, pekerja ahli dan lain-lain. 
c. Compartmentalization yaitu rekrutmen politik yang didasarkan pada 
pengangkatan meritokratis informasi bagi posisi-posisi yang 
dipertimbangkan sebagai penting bagi keberhasilan pragmatis, pada saat 
yang sama memungkinkan untuk menggunakan pengangkatan-
pengangkatan lain untuk dukungan jangka pendek dan pengembangan 
pengikut yang loyal.  
d. Survival yaitu rekrutmen politik yang didasarkan pada prinsip  
balas jasa dan sumber daya pelamar serta cenderung patronase. 
Berdasarkan prosedur rekrutmen yang telah diuraikan di atas, maka 
peneliti berpendapat bahwa rekrutmen politik merupakan upaya yang dilakukan 
untuk mengumpulkan dan mendapatkan seseorang yang dibutuhakan sebagai 
calon pengisi kekosongan pada jabatan-jabatan tertentu dengan memperhatikan 
syarat-syarat yang telah di tentukan sebelumnya. Dari 4 (model) di atas bacaleg 
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boleh mencalonkan diri dari kalangan mana saja asalkan bacaleg memenuhi 
kriteria atau ketentuan dari Partai Golkar tersebut. 
II.1.5. Mekanisme Rekrutmen Calon Legislatif Partai Golkar 
II.1.5.1 Ada 11 Mekanisme Dalam Merekrut Caleg Partai Golkar di 
antaranya: 
1. Pencarian kader Bacaleg 
2. Mengisi formulir kesediaan Bacaleg 
3. Pendataan Bacaleg  
4. Tes Seleksi Bacaleg 
5. Diklat Bacaleg 
6. Pengiriman data peserta Bacaleg 
7. Tahap Penilaian Bacaleg 
8. Tahapan Admistrasi  
9. Tahap Verifikasi 
10. Penentuan Bacaleg 
11. Tahapan Penetapan Caleg 
II. 1.5.2 Jadwal Penyusunan Calon Anggota DPRD Kabupaten/ Kota sebagai 
berikut : 
No. Kegiatan Waktu 
Pelaksanaan 
1. Penetapan tim seleksi Maret 2018 
2. Inventarisasi nama-nama bakal calon 
(maksimal 2 kali jumlah kursi DPRD 
Kabupaten/Kota 
Maret-April 
2018 
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3. Pemberitauan nama-nama bakal calon 
kepada ke DPD Partai Golkar Provinsi. 
Maret-April 
2018 
4. Orientasi fungsionaris Kab/Kota (Bakal 
Calon) 
Maret-April 
2018 
5. Penugasan fungsionaris (Bakal Calon) April- Minggu 
Pertama Juni 
2018 
6. Pelaksanaan survey di masing-masing 
Dapil 
Mei 2018 
7. Tim seleksi menyusun DCS Mei 2018 
8. Penyampaian DCS kepada Dewan 
Penasehat 
12 Juni 2018 
9. Persetujuan dan pengesahan DPD Partai 
Golkar Provinsi terhadap DCS 
21 Juni 2018 
10. Tim seleksi melaporkan DCS hasil 
persetujuan DPD Partai Golkar Provinsi 
dalam Rapat Pleno DPD Partai Golkar 
Kabupaten/Kota untuk mendapatkan 
penatapan 
24 Juni 2018 
11. Pemberitahuan DCS kepada Calon 
Legislatif 
25 Juni 2018 
12. Calon Legislatif melengkapi berkas 
Adminstrasi 
26 Juni-05 Juli 
2018 
13. Calon menyerahkan berkas Administrasi 
kepada DPD Partai Golkar Kab/Kota 
06-08 Juli 2018 
14. DPD Partai Golkar melakukan finalisasi 
pemberkasan administrasi DCS 
09-11 Juli 2018 
15. Penyerahan DCS ke KPUD Kab/Kota 12-17 Juli 2018 
16. Masukan KPUD  Agustus 2018 
17. Penetapan DCT oleh KPUD Kab/Kota 01 September 
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Jadi dalam jadwal penyusunan Calon Anggota DPRD Kabupaten/ Kota di 
atas berlaku sejak tanggal ditetapkan. Hal ini nantinya dari jadwal penyusunan 
Calon Anggota DPRD Kabupaten/ Kota akan diatur dalam petunjuk pelaksanaan 
DPP Partai Golkar  
II.1.5. Partai Golongan Karya (Golkar) 
Golongan Karya (Golkar) adalah salah satu partai besar di Indonesia yang 
telah berdiri cukup lama dan telah mengalami banyak hal dalam menghadapi 
dinamika perpolitikan di Indonesia. Golongan Karya yang semula berdiri dengan 
nama Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar), pada 20 Oktober 
1964 sebagai kelompok federatif yang didukung oleh organisasi-organisasi 
fungsional. Namun sebelum pemilihan umum 1971 dilaksanakan, Presiden 
Soeharto telah mengumumkan agar dilakukan penggabungan partai-partai politik 
yang ada, yang kemudian dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu kelompok 
Nasionalis, kelompok spiritual, dan Golongan Karya. Selanjutnya pada 14 Maret 
1970, ada sembilan partai politik yang menggabungkan diri ke dalam dua 
golongan, yaitu golongan spiritual dan golongan Nasionalis. Golongan Karya 
tergabung dalam golongan Nasionalis. (Akbar Tandjung, 2007:121) 
II.1.6. Pengertian Kualitas 
Kualitas pemimpin bangsa tergantung pada kader dari partai politik yang 
terpilih. Kader pemimpin bangsa tersebut merupakan hasil dari perekrutan setiap 
partai politik. Dalam memilih kadernya, masing-masing partai berharap kader 
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yang dipilihnya tersebut memiliki kualitas yang sesuai dengan tujuan partai 
politiknya dan akan memenangkan pemilu guna kekuasaan partai politiknya. 
Kualitas kader tersebut tergantung strategi dari partai politik dalam memilih. Jadi 
kunci dari kualitas pemimpin bangsa tergantung dari strategi rekrutmen kader 
partai politik. Hal tersebut dapat diketahui dari strategi partai politik dalam 
menciptakan kadernya mengingat rekrutmen kader merupakan salah satu fungsi 
dari partai politik. 
Menurut Goetch dan Davis, adalah suatu kondisi yang dinamis yang 
berkaitan dengan produk, pelayanan, orang, proses dan lingkungan yang 
memenuhi atau melebihi apa yang diharapkan (Goetch dan Davis:1996). 
(Sritomo, 2006:251) Tujuan pengendalian kualitas. Tujuan dari pelaksanaan 
pengendalian kualitas adalah : 
1. Pencapaian kebijakan dan target perusahaan secara efisien. 
2. Perbaikan hubungan manusia 
3. Meningkatkan moral karyawan 
4. Pengembangan kemampuan tenaga kerja dengan mengarah pada 
pencapaian tujuan-tujuan di atas akan terjadi peningkatan produktifitas dan 
provitabilitas usaha. 
 Rusli (2005), ada beberapa indikator persepsi terhadap terhadap kualitas 
Caleg yaitu; 1). Integritas Intektual, 2). Integritas Moral, 3). Integritas sosial. 
II. 1.6.1 Integritas Intektual  
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 Seseorang dapat dikatakan baik apabila individu tersebut mampu menerima 
informasi dengan baik, mampu menyimpan dan mengelolahnya pada waktu yang 
tepat dan pada saat dibutuhkan, dapat mengambil dan mengelolah kembali 
informasi tersebut baik yang didapat melalui penglihatan, pendengaran, maupun 
penciuman.  
II. 1.6.2 Integritas Moral 
 Seseorang dapat disebut juga kemampuan emosional seseorang dalam 
mengerti dan menjalankan perannya dengan individu-individu lain. Dapat 
dianalogikan seperti kemampuan seseorang mengenali perasaan, meraih dan 
membangkitkan perasaan, untuk membantu pikiran, memahami perasaan secara 
mendalam sehingga membantu perkembangan emosi dan intelektual.  
II.1.6.3 Integritas sosial 
 Salah satu bentuk dari proses sosial yang dijalankan oleh beberapa kalangan 
dalam mengatasi permasalahan kehidupan masyarakat. 
II. 2 Definisi Konsep 
Menurut Masri Sirangimbun (2002:66) pengertian konsep adalah unsur 
penelitian terpenting yang merupakan definisi yang dipakai oleh para peneliti 
untuk menggambarkan secara abstrak suatu fenomena alami atau dengan kata lain 
bahwa konsep adalah generalisasi dari sekelompok fenomena tertentu sehingga 
dapat dipakai untuk menggambarkan fenomena yang sama. Konsep dapat 
diartikan sebagai unsur dari suatu penelitian berupa definisi, yang mana 
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penjabaran secara umum ini digunakan untuk menggambarkan secara abstrak 
suatu gejala social yang menjadi obyek penelitian. 
Jadi definisi konsep adalah definisi yang menggambarkan suatu abstrak 
dari hal-hal wajib diamati sehingga akan mempermudah penelaah dan penjernihan 
masalah-masalah agar mudah dimengerti, sehingga tidak terjadi kesalah pahaman 
mengenai arti yang digunakan dalam penelitian. Kemudian dalam definisi 
konsepsional ini dapat penulis uraikan sebagai berikut : 
1. Rekrutmen Politik adalah suatu proses seleksi atau rekrutmen anggota-anggota 
kelompok untuk mewakili kelompoknya dalam jabatan-jabatan administratif 
maupun politik. 
2. Calon anggota Legislatif (Caleg) adalah orang yang mencalonkan diri 
menjadi anggota legislatif, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah   
3. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh 
sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan 
kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan 
politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang- 
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Undang-Undang No. 2 
tentang Partai Politik). 
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4. Kualitas adalah suatu keadaan kondisi dinamis yang berkaitan dengan 
produk, pelayanan, orang, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau 
melebihi apa yang diharapkan. 
II. 3 Pokok-Pokok Penelitian 
Fokus dalam penelitian ini adalah Mekanisme Rekrutmen calon anggota 
Legislatif  Partai Golkar di Kota Tegal yang meliputi:.  
1. Pencarian Bacaleg 
2. Mengisi formulir kesediaan Anggota Legislatif Partai Golkar 
3. Pendataan Bacaleg  
4. Tes Seleksi Bacaleg 
5. Diklat Bacaleg 
6. Pengiriman data peserta Bacaleg 
7. Tahap Penilaian Bacaleg 
8. Tahapan Admistrasi  
9. Tahap Verifikasi 
10. Penentuan Bacaleg 
11. Tahapan Penetapan Caleg 
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II. 4 Alur Pikir Penelitian 
Gambar 1: Kerangka pikir  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rekrutmen Politik 
 
Pasal 29 UU No 2 Tahun 2011 
tentang Rekrutmen Politik 
Mekanisme Rekrutmen Caleg Partai Golkar. 
a. Pencarian kader Bacaleg 
b. Mengisi formulir kesediaan Anggota 
Legislatif Partai Golkar 
c. Pendataan Bacaleg  
d. Tes Seleksi Bacaleg 
e. Diklat Bacaleg 
f. Pengiriman data peserta Bacaleg 
g. Tahap Penilaian Bacaleg 
h. Tahapan Admistrasi  
i. Tahap Verifikasi 
j. Penentuan Bacaleg 
k. Tahapan Penetapan Caleg 
 
 
Kualitas Calon Anggota Legislatif Partai Golkar 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
III.1. Tipe Penelitian  
Sugiyono (2011:5) mengelompokan penelitian berdasarkan tujuan, 
metode, tingkat eksplanasi, dan jenis data dan analisis. Peneliti menurut tingkat 
eksplanasinya dibagi menjadi: 
a. Penelitian Deskriptif adalah penelitian untuk mengetahui variabel mandiri, 
baik satu atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau 
menghubungkan variable yang satu dengan variabel yang lain.  
b. Penelitian Komparatif adalah rumusan masalah yang memandu peneliti 
untuk membandingkan antara konteks atau dominan satu dibandingkan 
dengan yang lain.  
c. Penelitian Asosiatif atau hubungan adalah rumusan masalah yang 
memandu peneliti untuk mengkontruksi hubungan antara situasi social 
atau domain satu dengan yang lain.  
Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. 
Penelitian ini menguraikan, menjelaskan, dan menggambarkan tentang 
Mekanisme rekrutmen dalam meningkatkan kualitas caleg partai golkar di Kota 
Tegal pada tahun 2019.  
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III.2. Jenis dan Sumber data 
Penelitian kualitatif sebagai human instrument, berfungsi menetapkan 
fokus penelitian, memilih informasi sebagi sumber data, melakukan pengumpulan 
data, menilai kualitas data, menafsir data dan membuat kesimpulan atas 
temuannya.  
Dalam penelitian kualitatif instrument utamanya adalah penelitian sendiri, 
namun selanjutnya setelah focus penelitian menjadi jelas, maka kemungkinan 
akan dikembangkan dengan data yang telah ditemukan melalui observasi dan 
wawancara. Peneliti akan terjun kelapangan sendiri, baik grand tour question, 
tahap focused and selection, mengumpulkan data, analisis dan membuat 
kesimpulan. Ada dua macam sumber data yaitu data primer dan data sekunder. 
a. Data Primer  
Data primer adalah data yang diperoleh dari para informan sebagai 
orang - orang yang mengetahui pokok permasalahan penelitian ini. Data 
primer adalah data yang diambil langsung (tanpa ada perantara) dari 
sumbernya. Sumber ini dapat berupa berita, situs, dan atau manusia. 
Seorang peneliti bisa mendapatkan data-data primer dengan cara 
menyebarkan kuisioner, melakukan wawancara mendalam, atau 
melakukan pengamatan langsung terhadap suatu aktivitas masyarakat. 
Seperti data lain pada umumnya, data primer bisa berkualitas baik atau 
buruk. Bila peneliti kurang teliti atau salah langkah dalam pengumpulan 
data - data primer ini, maka hasilnya pasti berupa data - data yang buruk 
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meskipun data tersebut data primer. Karena itu peneliti tidak boleh 
berasumsi bahwa data primer selalu lebih baik daripada data sekunder. 
b. Data Sekunder  
Data sekunder adalah data yang diambil secara tidak langsung dari 
sumbernya. Data sekunder biasanya diambil dari dokumen - dokumen, 
seperti laporan, karya tulis, koran, majalah, dan sebagainya. Misalnya saja 
jika seseorang mendapatkan informasi dari “orang lain” tentang suatu objek 
yang ingin diteliti. Maka, orang lain inilah yang mendapatkan data 
primernya, tetapi apabila orang lain ini bercerita kepada peneliti maka 
peneliti dianggap mendapatkan data sekunder. 
III.3. Informasi Penelitian  
Sumber informasi adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan 
informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian, ia harus mempunyai banyak 
pengalaman tentang latar penelitian. Oleh karena itu informan harus benar-benar 
tahu atau pelaku yang terlibat langsung dengan permasalahan penelitian. Memilih 
seorang infoman harus dilihat kompetensinya bukan hanya sekedar untuk 
menghadirkannya (Moleong, 2006:132) 
1. KPU Kota Tegal/Staff   : 1 orang 
2. Ketua DPD Partai Golkar   : 1 orang 
4. Pengurus Partai Golkar   : 2 orang 
3. Caleg partai golkar   : 7 orang 
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III. 4. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data merupakan usaha untuk mrngumpulkan bahan-
bahan yang berhubungan dengan penenlitian yang dapat berupa data, fakta, gejala,  
maupun informasi yang sifatnya valid (sebenarnya), realible (dapat dipercaya), 
dan objektif (sesuai dengan kenyataan). 
a. Studi lapangan (field research). studi lapangan ini dimaksudkan yaitu penulis 
langsung melakukan penelitian pada lokasi atau objek yang telah ditentukan. 
Teknik pengumpulan data studi lapangan ditempuh dengan cara sebagai berikut : 
1) Observasi, yaitu proses pengambilan data dalam penelitian dimana peneliti 
atau pengamat dengan mengamati kondisi yang berkaitan dengan objek 
penelitian. 
2) Wawancara mendalam dengan menggunakan pedoman wawancara 
(interview), adalah bercakapan dengan maksud tertentu. percakapan ini 
dilakukan dengan dua pihak, yaitu pewawancara (yang memberikan 
jawaban atas pernyataan). 
3) Dokumentasi, teknik ini bertujuan melengkapi teknik observasi dan teknik 
wawancara mendalam. 
b. Studi Pustaka (Library research), yaitu dengan membaca buku, majalah, surat 
kabar, dokumen-dokumen, undang-undang dan media informasi lain yang ada 
hubungannya dengan masalah yang di teliti.  
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III.5. Teknik dan Analisis Data 
Analisis data kualitatif menurut Bogdan dan Bikken dalam (Moloeng, 
2006:248) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, 
mengorgabisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, 
mensintesiskannya, mencari dan menemukan apa yang diceritakan kepada orang 
lain. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 
deskriptif kualitatif. Teknik analisis data ini menguraikan, menafsirkan dan 
menggambarkan data yang terkumpul secara sistemik dan sistematik.  
a. Pengumpulan Data  
Pengumulan data ini adalah kegiatan pertama dalam sebuah penelitian 
yaitu mengumpulkan data pertama atau data mentah yang nantinya akan di filter 
fdan di olah guna sebagai data penelitian ang akurat dan tepat. 
b. Reduksi Data 
Reduksi data adalah proses penyederhanaan sebuah data yang telah 
dikumpulkan oleh peneliti, tahapan ini merupakan tahapan analisis data yang 
mempertajam atau membuat dan memutuskan sekaligus dapat di buktikan. 
c. Penyajian Data 
Penyajian data adalah menyusun informasi dengan cara tertentu sehingga 
diperlukan penarikan kesimpulan atau pengambilan tindakan, pengambilan data 
ini membantu untuk memahami peristiwa yang terjadi dan memahami dan 
memahami dan mengarah pada analisis atau tindakan lebih lanjut berdasarkan 
pemahaman. 
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d. Kesimpulan-Kesimpulan Penarikan Verifikasi. 
Kesimpulan adalah merupakan langkah ketiga meliputi makna yang telah 
di sederhanakan, disajiakan dalam pengujian data dengan cara mencatat 
keteraturan pola-pola penjelasan secara logis dan metodelogis, konfigurasi yang 
diprediksi hubungan sebab akibat melalui hukum empiris.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
37 
BAB IV 
DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN 
IV.1. Gambaran Umum Wilayah Kota Tegal 
IV.1.1. Letak Geografis 
 Kota Tegal merupakan salah satu wilayah di Propinsi Jawa Tengah 
yang berada di ujung barat dan terletak di pantai utara pulau Jawa. Secara 
astronomis terletak pada 109
0
 08‟ sampai 1090 10‟ garis Bujur Timur dan 60 
50‟ sampai 60 53‟ garis Lintang Selatan, dan secara geografis terletak pada 
pertigaan jalur Purwokerto – Jakarta dan Semarang – Jakarta.  
Gambar IV.1  
Peta kota Tegal 
 
 
 
Wilayah Kota Tegal berbatasan langsung dengan tiga kabupaten, yaitu:  
1. Sebelah Timur Kabupaten Pemalang, 
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2. Sebelah Selatan Kabupaten Tegal 
3. Sebelah barat Kabupaten Brebes.  
4. Sebelah Utara Kota tegal berbatasan langsung dengan Laut Jawa.  
IV.1.2. Luas Wilayah 
 Luas wilayah Kota Tegal di bagi menjadi 4 Kecamatan dengan 27 
Kelurahan, dengan wilayah terluas adalah Kecamatan Tegal Barat sebesar 
         disusul Kecamatan Margadana seluas 11,76   , kecamatan 
Tegal Selatan 6,43    dan Kecamatan Tegal Timur seluas 6,36   . 
IV.1.3. Keadaan Penduduk  
 Penduduk Kota Tegal Tahun 2017 berdasarkan proyeksi sebanyak 
247.212 jiwa yang terdiri atas 122.415 jiwa penduduk laki-laki dan 
124.797 jiwa penduduk perempuan. dibandingkan dengan jumlah 
penduduk tahun 2016, penduduk Kota Tegal mengalami pertumbuhan 
sebesar 0,44 %. Angka ini relative lebih besar bila dibandingkan dengan 
tahun sebelumnya. 
 Penduduk Kota Tegal Tahun 2017 tersebar di 4 Kecamatan, 
ditinjau dari distribusi atau persebaran penduduknya. Persebaran 
penduduk Kota Tegal terbesar berada di kecamatan Tegal Timur Yaitu 
mencapai 30,82% dan persebaran terendah di wilayah margadan yaitu 
18,84%. Sedangkan kepadatan penduduk rata-rata di Kota Tegal pada 
tahun 2016  adalah 6.179 jiwa. Kepadatan penduduk tertinggi berada di 
Kelurahan Debong Kidul Kecamatan Tegal Selatan yaitu 15.051 jiwa, 
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sedangkan kepadatan penduduk terendah berada di Kelurahan Muarareja 
Kecamatan Tegal Barat sebesar 737 jiwa. Jumlah rumah tangga di Kota 
Tegal tahun 2013 mencapai 66.217. Adapun luas daerah, kepadatan, 
jumlah dearah, dan rumah tangga per kecamatan/kelurahan di kota tegal 
sebagai berikut 
Tabel IV.2 
Luas Daerah, Kepadatan, Jumlah Penduduk, dan Rumah Tangga Kota 
Tegal menurut Kecamatan / Kelurahan Tahun 2017 
Kecamatan  Luas Daerah 
Jumlah 
penduduk 
Rumah 
tangga 
Tegal Selatan 6,43 60.746 16.656 
Tegal Timur 6,36 75.955 20.894 
Tegal Barat 15,13 63.789 17.697 
Margadana 11,76 46.722 11.975 
Jumlah 39,68 247.212 67.222 
Sumber Data : BPS Kota Tegal Tahun 2017 
 Berdasarkan data tabel  IV.2 dapat disimpulkan bahwa wilayah 
yang mempunyai luas daerah paling luas adalah Kecamatan Tegal Barat 
yaitu 15,13     sedangkan dengan luas daerah yang paling sempit yaitu 
kecamatan Tegal Timur yaitu seluas 6,36    . Dilihat dari jumlah 
penduduk, Kecamatan Tegal Timur Merupakan wilayah yang paling 
banyak penduduknya yaitu 75.955 jiwa, Selanjutnya di kecamatan Tegal 
Barat jumlah penduduknya sebanyak 63.789 jiwa, di Kecamatan Tegal 
Selatan Jumlah penduduknya yaitu  60.746 jiwa, dan terakhir di 
kecamatan Margadana jumlah penduduknya yaitu 46.722 jiwa. 
 Untuk jumlah rumah tangga di Kota Tegal yang paling banyak 
terdapat di Kecamatan Tegal Timur yaitu sebanyak 20.894 KK. 
Selanjutnya jumlah rumah tangga di Kecamatan Tegal Barat sebanyak 
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17.697 KK, di Kecamatan Tegal Selatan Jumlah rumah tangga sebanyak 
16.656 KK, dan di Kecamatan Margadana jumlah rumah tangga 
sebanyak 11.975 KK sekaligus merupakan wilayah yang mempunyai 
jumlah rumah tangga paling sedikit diantara kecamatan lainya. 
 Dengan demikian, dapat di tarik kesimpulan bahwa kecamatan 
yang paling dominan dari luas daerah sampai kepadatan penduduknya 
adalah kecamatan Tegal Timur meskipun untuk kecamatan ini hanya 
terdapat 5 kelurahan yaitu Kecambon, Slerok, Panggung, 
Mangkukusuman, dan Mintaragen. Dibandingkan dengan Kecamtan 
lainnya, Kecamatan Tegal Timur memiliki wilayah yang paling sedikit. 
 IV.1.4. Penduduk Menurut Umur 
Tabel IV.3 
Jumlah Penduduk Menurut Umur dan Kecamatan di Kota Tegal 
Kelompok 
Umur 
Kecamatan 
Tegal Selatan Tegal Timur Tegal Barat Margadana 
0 – 4 5.261 6.152 5.563 3.669 
5 – 9 5.176 6.572 5.347 4.195 
10 – 14 5.359 6.482 5.484 4.548 
15 – 19 5.109 7.193 5.697 4.385 
20 – 24 4.583 5.896 5.041 3.905 
25 – 29 5.729 6.390 5.727 4.410 
30 – 34 6.018 6.515 5.675 4.221 
35 – 39 5.175 6.048 4.994 3.398 
40 – 44 4.295 5.614 4.483 2.977 
45 – 49 3.648 4.983 3.848 2.698 
50 – 54 3.409 4.494 3.670 2.577 
55 – 59 2.423 3.470 2.928 1.944 
60 – 64 1.432 1.934 1.664 1.167 
65 – 69 930 1.241 1.088 792 
70 – 74 1.345 1.530 1.174 945 
75 + 854 1.441 1.393 891 
Jumlah 60.746 75.955 63.789 46.722 
Sumber data : BPS Kota Tegal Tahun 2017 
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 Dari tabel IV.3, jumlah penduduk terbanyak di Kecamatan Tegal 
Selatan yaitu 6.018 jiwa pada kelompok umur 30 – 34 tahun sedangkan 
jumlah terendah yaitu 854 jiwa pada rentang umur 75 tahun keatas. Untuk 
di Kecamatan tegal timur penduduk terbanyak pada kelompok umur 15 – 
19 tahun yaitu 7.193 jiwa, dan jumlah penduduk terendah pada kelompok 
umur 65 – 69 tahun yaitu 1.241 jiwa. Sedangkan untuk Kecamatan Tegal 
Barat jumlah penduduk terbanyak berdasarkan kelompok umur terdapat 
pada rentang umur 25 – 29 tahun yaitu 5.727 jiwa dan terendah pada 
kelompok umur 65 – 69 tahun dengan jumlah 1.088 jiwa. Dan terakhir di 
Kecamatan Margadana, kelompok Umur yang paling banyak adalah 
rentang umur 10 – 14 tahun yaitu 4.548 jiwa dan yang terendah dalam 
kelompok umur adalah rentang umur 65 – 69 tahun yaitu 792 jiwa.  
 Secara keseluruhan dari empat kecamatan yaitu Tegal Selatan, 
Tegal Timur, Tegal Barat, dan Matgadana, jumlah penduduk paling 
banyak adalah di Kecamatan Tegal Timur dengan jumlah 7.193 jiwa pada 
kelompok umur 15 – 19 tahun, dan untuk jumlah penduduk berdasarkan 
umur paling rendah ada di Kecamatan Margadana yaitu sebanyak 792 
pada rentang umur 65 – 69 tahun. 
IV.2.   Deskripsi Singkat Partai Golkar Kota Tegal   
 
IV.2.1. Sejarah Pendirian Partai Golkar dan Perkembangannya 
Sejarah partai golkar dan perkembangannya. 
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Maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 16 Oktober 1945 dan disusul 
Maklumat Pemerintah tanggal 3 Nopember 1945 yang memberi 
kesempatan untuk mendirikan partai politik dengan Ideologi yang 
beraneka ragam.  
Kemudian atas dorongan TNI pada tanggal 20 Oktober 1964 dibentuklah 
Sekretariat bersama Golongan Karya yang disingkat Sekber golkar. 
Pada tanggal itulah dinyatakan sebagai lahirnya golkar yang kita peringati 
setiap tanggal 20 Oktober. Bersama para pemuda, mahasiswa dan rakyat 
yang pancasilais kita tumpas G 30 S/PKI pada tahun 1965.  
Sejak pemilu 1971 sampai dengan pemilu 1997 golkar selalu keluar 
sebagai pemenang. Dengan ketetapan MPRS tanggal 17 juli tahun 1971 
sekber golkar mengubah dirinya menjadi golkar. Kedudukan dan 
Peran Partai Golkar. Dalam awal orde baru, untuk memantapkan dirinya 
maka diadakanlah musyawarah kerja nasional I ( Mukernas I ) sekber 
golkar dari tanggal 9 sampai dengan 11 desember dengan tema „ 
Konsolidasi Organisas dan partisipasi terhadap timbulnya Orde Baru.  
Selama ini golkar telah memposisikan diri sebagai kekuatan social politik 
pendukung ORDE BARU. Peran partai golkar sebagai kekuatan social 
politik pendukung orde baru semakin kokoh karenanya : 
1. menggunakan sistem tiga jalur (A= ABRI  B= Birokrasi G= Golkar) 
2. peranan lembaga  dewan Pembina sangat dominan. 
3. pengambilan keputusan selalu dari atas 
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4. menghindari pemungutan suara untuk menentukan pemimpinan 
organisasi dari ketua umum DPP sampai pada tingkat pengurus yang 
paling bawah.  
Adapun peran partai golkar di era reformasi sebagai berikut : 
- Sejak munaslub golkar bulan juli 1998 golkar telah memperbarui 
dirinya dengan semangat tuntutan reformasi 
- Menghilangkan struktrur dewan Pembina 
- Adanya dewan penasehat yang tidak mempunyai kewenangan 
membawahi kepengurusan partai golkar baik ditingkat pusat maupun 
daerah.  
- Visi dan misi partai golkar tetap mempertahankan kekuatan social 
politik nasional yang memperjuangkan kepentingan bangsa dan 
Negara. 
- Meningkatkan kebiasaan pengmbilan keputusan dari atas, sekarang 
memperhatikan aspirasi dari bawah.  
IV.2.2. Visi dan Misi Partai Golkar 
IV.2.2.1. VISI 
Terwujudnya masyarakat Indonesia yang bersatu, berdaulat, maju, 
modern, damai, adil, makmur, beriman, dan berakhlak mulia, 
berkesadaran hukum dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan 
dan teknologi dan bermartabat dalam tata pergaulan dunia. 
IV.2.2.2. MISI 
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a. menegakkan, mengamankan dan mempertahankan pancasila sebagai 
dasar Negara dan ideologi bangsa demi memperkokoh Negara 
kesatuan republic Indonesia. 
b. mewujudkan cita-cita proklamasi melalui pelaksanaan 
pembangunan nasional di segala bidang merealisasikan masyarakat 
yang demokratis dan berdaulat, sejahtera, adil dan makmur 
menegakkan supremasi hukum dan menghormati hak asasi manusia, 
serta terwujudnya ketertiban dan perdamaian dunia.  
c. mewujudkan pemerintahan yang efektif dengan tata pemerintahan 
yang baik, bersih, berwibawa dan demkratis. 
IV.2.2.3. Tujuan dan Sasaran Partai Golkar 
a. Dalam Anggaran Dasar Partai Golkar, Tujuan Partai Golkar 
adalah : 
1. Mempertahankan dan mengamalkan pancasila serta menegakan 
UUD 1945  
2. Mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana dimaksud dalam 
Pembukaan undang-undang dasar 1945. 
3. Menciptakan masyarakat adil dan makmur, merata materil dan 
spiritual berdasarkan pancasila dan UUD 1945 dalam wadah 
Negara Kesatuan Republik Indonesia.  
4. mewujudkan kedaulatan rakyat dalam rangka mengembangkan 
kehidupan demokrasi yang menghormati dan menjujung tinggi, 
kebenaran, keadilan, hukum dan hak asasi manusia  
b.  Sasaran Partai Golkar 
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Dengan pelaksanaan  “ catur sukses ” di atas dalam kurun lima tahun 
kedepan diharapkan dapat dicapai sasaran mengembalikan kejayaan 
Partai Golkar, sebagai berikut : 
1. Sukses Konsolidasi Dan Pengembangan Partai Golkar 
2. Suksesnya  Kaderisasi dan Regenerasi 
3. Sukses Pengembangan Demokrasi dan Pembangunan Yang 
Berkesejahteraan 
4. Sukses Pemilu 2019-2024 
IV.2.2.6. Struktur Komposisi dan Personalia DPD Partai Golkar Kota Tegal 
Berdasarkan Surat Ketetapan DPP Partai Golkar Nomor : 
KEP.06/GOLKAR I/IV/2018 tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia 
Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kota Tegal masa bakti 2016-2021, 
terdapat 55 pengurus DPD, yaitu dapat dilihat dari bagan  dibawah ini sebagai 
berikut. 
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Tabel.4.1 : Komposisi dan Personalia DPD Partai Golkar Kota Tegal 
No. NAMA JABATAN 
1. Wasmad Edi Susilo, SH Ketua 
2. Drs. H. Soebarno Wakil Ketua Bid. Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi.  
3. Soepardjo Ali Wakil Ketua Bid. Pemenang Pemilu 
4. Moh. Khamim, SH, MH Wakil Ketua Bid. Hukum, HAM, Pendidikan dan Cendikiawan 
5. Angung Djatmiko Wakil Ketua Bid. Pemuda, Olahraga, Seni dan Budaya 
6. Rastuti Dewi Wakil Ketua Bid. Pemberdayaan Perempuan dan Pengabdian 
Masyarakat 
7. H. Sodik Gagang Wakil Ketua Bid. Tani dan Nelayan 
8. H. Musa Ali Seff Wakil Ketua Bid. Koperasi, Wiraswasta dan UMKM 
9. Eddy Soesyanto, Sh Wakil Ketua Bid. Komunikasi Media dan Penggalangan Opini 
10. Ust. Rusdi Wakil Ketua Bid. Kerohanian 
11. Harlan Trikoradi, Bc, Hk Sekretaris  
12. Dr. Taufiqulloh, M.Hum Wakil Sekretaris Bid. Organisasi, Kaderisasi Dan Keanggotaan 
13. Moh. Muslim Wakil Sekretaris Bid. Pemenang Pemilu, Komunikasi dan 
Penggalangan Opini 
14. Eni Yuningsi, Sh, Mm Wakil Sekretaris Bid. Hukum, HAM, Pendidikan dan 
Cendikiawan 
15. Sunarto Wakil Sekretaris Bid. Pemuda, Olahraga, Seni dan Budaya 
16. Dra. Hj. Hastutiningsih Wakil Sekretaris Bid. Pemberdayaan Perempuan dan 
Pengabdian Masyarakat 
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17. Ir. Edi Waluyo Wakil Sekretaris Bid. Koperasi, UMKM, Tani dan Nelayan 
18. Ali Rokhman Bendahara 
19. Fahruroji  Wakil Bendahara Bid. Organisasi, Kaderisasi Dan 
Keanggotaan 
20. Bambang Sutrisno Wakil Bendahara Bid. Pemenang Pemilu, Komunikasi dan 
Penggalangan Opini 
21. Dr. Poniman, Sh,M.Kn Wakil Bendahara Bid. Hukum, HAM, Pendidikan dan 
Cendikiawan 
22. Hindar Kristianto Wakil Bendahara Bid. Pemuda, Olahraga, Seni dan Budaya 
23. Hj. Indah Asroyo  Wakil Bendahara Bid. Pemberdayaan Perempuan dan 
Pengabdian Masyarakat 
24. Sumarni  Wakil Bendahara Bid. Koperasi, UMKM, Tani dan Nelayan 
25. Edi Suryanto, Be Bagian Organisasi 
26. Migiarsih  Bagian Organisasi 
27. Suroso Bagian Keanggotaan Dan Kaderisasi 
28. Cipto Roso Bagian Keanggotaan Dan Kaderisasi 
29. Drs. Slamet Riyadi, M.Si Bagian Pemenangan Pemilu 
30. Tarwad Bagian Pemenangan Pemilu 
31. Mahmud Bagian Pemenangan Pemilu 
32. Setiati. Sh Bagian Hukum dan HAM 
33. Beni Ageng Penggalih, Sh Bagian Hukum dan HAM 
34. Arief Diantoro, St Bagian Koperasi, Wiraswasta dan UMKM 
35. Hj. Supriatin Bagian Koperasi, Wiraswasta dan UMKM 
36. Hermanto, St Bagian Pendidikan dan Cendikiawan  
37. Rasbin Bagian Pendidikan dan Cendikiawan  
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38. Sodikin Bagian Pemuda dan Olah Raga 
39. Nuryatun Bagian Pemuda dan Olah Raga 
40. Usmar Kisworo Bagian Seni dan Budaya 
41. Agus Suwaryo Bagian Seni dan Budaya 
42. Zaki Salim  Bagian Seni dan Budaya 
43. Nur Khasanah Bagian Pemberdayaan Perempuan 
44. Toriana Rustanti, S.Pd Bagian Pemberdayaan Perempuan 
45. Nurhikmah Bagian Pemberdayaan Perempuan 
46. Yunus Shina Bagian Tani dan Nelayan 
47. Supriyo Winoto Bagian Tani dan Nelayan 
48. Imam Santoso, S.IP Bagian Kerohanian  
49. Moh. Ridwan Bagian Kerohanian 
50. Wikino Nugroho, A.Md Bagian Pengabdian Masyarakat 
51. Sriyati Bagian Pengabdian Masyarakat 
52. Emi Pebri Jayanti Bagian Pengabdian Masyarakat 
53. Agus Suwarsono Bagian Komunikasi dan Penggalangan Opini 
54. Slamet K Bagian Komunikasi dan Penggalangan Opini 
55. Febry Setyaningrum Bagian Komunikasi dan Penggalangan Opini 
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IV.2.2.7. Sarana dan Prasarana Penunjang Kegiatan DPD Partai Golkar 
   Kota Tegal 
No. 
Nama Barang Jumlah 
Barang 
Keterangan 
1. 
Sekertariat DPD Partai Golkar 1 Unit Baik 
2. 
Kursi Tamu Ketua 1 Stel Baik 
3. 
Kursi Tamu Tengah 1 Stel Baik 
4. 
Kursi Tamu 1 Stel Baik 
5. 
Meja Rapat Besar 2 Buah Baik 
6 
Kursi Rapat Kayu 50 Buah Baik 
7 
Kursi Rapat Berjok 13 Buah Baik 
8 
Gambar Presiden dan Wakil 
Presiden 
3 Pasang Baik 
9 
Lemari arsip ukuran Besar 1 Buah Baik 
10 
Lemari arsip ukuran sedang 2 Buah Baik 
11 
Lemari arsip ukuran kecil 4 Buah Baik 
12 
Lemari arsip plastic 1 Buah Baik 
13 
Kendaraan Roda 4 1 Unit Baik 
14 
Kendaraan Roda 2 2 Unit Baik 
15 
Jam Dinding 5 Buah Baik 
16 
Meja dan Kursi Ketua 1 Set Baik 
17 
Meja dan Kursi Sekertaris 1 Set Baik 
18 
Meja dan Kursi Sekertariat 4 Set Baik 
19 
AC 1 Set Baik 
20 
Sound system untuk rapat 1 Set Baik 
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21 
Mesin Faximail 1 Set Baik 
22 
Pesawat Televisi 1 Buah Baik 
23 
Pesawat Telpon 1 Set Baik 
24 
Drink Jar 1 Buah Baik 
25 
Rak Sepatu 1 Buah Baik 
26 
Koyak PPPK 1 Buah Baik 
27 
Bendera Pataka  1 Buah Baik 
28 
Komputer  3 Set Baik 
29 
Bendera Partai 500 Biji Baik 
30 
Tiang Bendera 300 Biji Baik 
31 
Mesin Printer 3 Buah Baik 
32 
Karpet 7 Lembar Baik 
Sumber :Arsip DPD Partai Golkar Kota Tegal 
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BAB V 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Dalam penelitian deskriptif kualitatif penulis memilih informan tidak pada 
besaran tetapi kedalaman informasi yang didapatkan penulis dengan memilih orang-orang 
yang mengetahui persis seluk beluk permasalahan penelitian, hal ini agar tingkat 
kepercayaan dan validitas dari penelitian ini memiliki kepercayaan bagi pembaca. Metode 
kualitatif yang dimaksud yaitu suatu metode penelitian naturalistic, karena penelitiannya 
dilakukan pada keadaan atau kondisi yang alamiah. 
Tujuan dari penelitian yang saya lakukan yaitu untuk mengetahui Mekanisme 
Rekrutmen dalam Meningkatkan Kualitas Caleg Partai Golkar di Kota Tegal tahun 2019 
(study kasus Mekanisme Rekrutmen Calon Legislatif pada Partai Golkar), untuk 
mengetahui Mekanisme Rekrutmen Caleg di Partai Golkar, serta untuk mengetahui 
faktor-faktor apa saja yang menghambat Mekanisme Rekrutmen dalam Meningkatkan 
Kualitas Caleg di Partai Golkar. 
Pokok-pokok penelitian mengenai Mekanisme Rekrutmen dalam Meningkatkan 
Kualitas Caleg Partai Golkar di Kota Tegal tahun 2019 (study kasus Mekanisme 
Rekrutmen Caleg di Partai Golkar) dicermati dari unit analisis sebagai berikut: 
12. Pencarian Bacaleg 
13. Penentuan Bacaleg 
14. Mengisi formulir kesediaan Calon Anggota Legislatif Partai 
Golkar
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15. Pendataan Bacaleg  
16. Pengiriman data peserta Bacaleg 
17. Tes Seleksi Bacaleg 
18. Tahap Penilaian Bacaleg 
19. Diklat Bacaleg 
20. Tahapan Admistrasi  
21. Tahap Verifikasi 
22. Tahapan Penentuan Caleg 
Untuk mengetahui apa yang sudah menjadi tujuan dalam penelitian ini, 
peneliti akan memberikan beberapa suatu pertanyaan kepada informan yang 
berhubungan dengan Mekanisme Rekrutmen dalam Meningkatkan Kualitas Caleg 
Partai Golkar di Kota Tegal Tahun 2019 dan untuk mengetahui apa saja faktor 
pendukung dan faktor penghambat Mekanisme Rekrutmen dalam Meningkatkan 
Kualitas Caleg Partai Golkar di Kota Tegal Tahun 2019. 
Adapun Informan mencakup:  
a. . KPU Kota Tegal/Staff    
 1. Ibu Widiya Hastantri, S.Sos, selaku Anggota/ staff KPU sebagai  
     Ka. Subbag Teknis Pemilu dan Hupmas.  
b.  Ketua DPD Partai Golkar    
1. Bapak Wasmad Edi Susilo, S.H., selaku Ketua DPD Partai Golkar  
        Kota Tegal 
c. Pengurus Partai Golkar   
1. Bapak Harlan Trikoradi, selaku Sekretaris Partai Golkar di Kota Tegal. 
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2. Bapak Soepardjo Ali, selaku Ketua bidang pemenangan pemilu  
   Partai Golkar di Kota Tegal. 
d. Caleg Partai Golkar 
1. Bapak Ali Rokhman, selaku Bendahara Partai Golkar di Kota Tegal.  
2. Bapak Sodik Gagang Purn. Letnal Kolonel. Caleg nomor urut 2 dapil 4         
Tegal Timur Partai Golkar Kota Tegal. 
3. Dede Irwan Ardiyanto., Caleg nomor urut 1 dapil 2 Margadana  
    Partai Golkar Kota Tegal. 
4. Bapak Moh. Muslim. Caleg nomor urut 2 dapil 2 Margadana  
   Partai Golkar Kota Tegal. 
5. Bapak Topan Makmur. Caleg nomor urut 6 dapil 4 Tegal Timur  
   Partai Golkar Kota Tegal.  
6. Ibu Sumarni. Caleg nomor urut 3 dapil 3 Tegal Barat Partai Golkar  
    Kota Tegal. 
V.1 Hasil Penelitian 
1. Mekanisme Rekrutmen Caleg Partai Golkar Kabupaten/Kota. 
A. Pencarian Kader Bakal Calon Anggota Legislatif (Caleg) 
Pencarian kader bakal caleg diperlukan untuk memenuhi kuota kursi yang mana 
nantinya partai golkar bisa ikut dalam pesta pemilu serentak 2019, jika pencarian 
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kader bacaleg tidak bisa memenuhi 30% keterwakilan perempuan, maka Partai 
Golkar tidak bisa ikut dalam pemilu serentak 2019. 
1. Pertanyaan yang peneliti ajukan pada informan, yaitu Bagaimana mencari 
rekam jejak caleg untuk mengetahui caleg tersebut berkompeten atau 
berkualitas? 
Menurut Soepardjo Ali, (selaku ketua bidang pemenangan pemilu) 
pada tanggal 30 Oktober 2019, mengatakan: 
Untuk mengetahui rekam jejak caleg Partai Golkar bisa di lihat dari   
kriteria tata cara penentuan dimana diantaranya menyangkut 4 aspek: 
1. Aspek pengabdian 
2. Aspek elektabilitas 
3. Aspek penugasan fungsionaris 
4. Aspek pendidikan  
Menurut Widiya Hastantri, S.Sos, (selaku Ka. Subbag Teknis Pemilu 
dan Hupmas) pada tanggal 30 Oktober 2019, mengatakan: 
Jadi dari KPU Kota Tegal sendiri untuk memudahkan masyarakat 
memilih wakil rakyat bisa mengakses di situs website kpud-tegalkota.go.id 
atau bisa juga melalui aplikasi KPUPEMILURI 2019, dimana semua data 
caleg dari mulai riwayat pendidikan sampai kasus hukum yang 
menyangutnya dirinya dijelaskan tercantum dalam aplikasi tersebut.  
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, di simpulkan bahwa untuk 
pencarian kader bacaleg ada 2 metode yang dipakai untuk mengetahui rekam jejak 
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dari tiap-tiap bacaleg. Agar nantinya masyarakat tidak salah memilih calon wakil 
rakyat yang tidak berkompeten atau berkualitas. 
2. Pertanyaan yang peneliti ajukan pada informan, yaitu Apakah dari 
pengurus Partai Golkar pada saat pencarian kader bacaleg ada yang turun 
langsung ke lapangan? 
Menurut Wasmad Edi Susilo, S.H., (selaku Ketua DPD Partai Golkar   
Kota Tegal) pada tanggal 30 Oktober 2019, mengatakan: 
Untuk pengurus Partai Golkar sendiri sudah menerjukan dari 
pimpinan kelurahan atau kecamatan (pimkel/pilcam) untuk mencari kader 
yang bersedia dicalonkan ataupun mencalonkan diri sendiri ke Partai 
Golkar. 
Menurut Harlan Trikoradi, (selaku Sekretaris Partai Golkar) pada 
tanggal 30 Oktober 2019, mengatakan: 
Memang benar, dari pengurus partai golkar sudah menepatkan 
orang untuk turun langsung ke daerah memilihan masing-masing, melalui 
pimkel atau pilcam yang nantinya dari pimkel atau pilcam akan di data 
siapa saja yang mau mendaftar menjadi caleg partai golkar. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, di simpulkan bahwa untuk 
pencarian kader bacaleg dari masing-masing pengurus partai golkar  mengutus 
dari tiap-tiap pimpinan kelurahan atau kecamatan turun langsung ke lapangan 
untuk mencari kader yang benar-benar ingin menjadi caleg partai golkar sesuai 
daerah pemilihan  masing-masing, yang nantinya akan di data dan disaring 
kembali siapa yang memenuhi kriteria caleg partai golkar tersebut. 
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3. Pertanyaan yang peneliti ajukan pada informan, yaitu Apakah dalam 
pencarian kader bacaleg kualitas caleg menjadi prioritas utama ? 
Menurut Wasmad Edi Susilo, S.H., (selaku Ketua DPD Partai Golkar 
Kota Tegal) pada tanggal 30 Oktober 2019, mengatakan: 
Dalam pencarian kader bacaleg, kualitas memang menjadi peran 
utaman dalam menentukan caleg tersebut berintegritas, mempunyai 
kapabilitas, kapasitas, dan rekam jejak yang bagus, tidak lupa manakala 
elektabilitas juga harus memadai. 
Menurut Soepardjo Ali, (selaku ketua bidang pemenangan pemilu) 
pada tanggal 30 Oktober 2019, mengatakan: 
Betul, jadi untuk mengetahui caleg itu berkualitas harus diukur 
berdasarkan intelektualitas dari masing-masing bacaleg, bukan itu saja 
untuk memilih caleg yang berkualitas juga  ada 3 kriteria penilaian, yaitu 
memiliki integritas intelektual, sosial dan moral, dari 3 kriteria penilaian ini 
yang akan menjadi penentu apakah caleg tersebut pantas atau tidak menjadi 
wakil rakyat dan menampung semua aspira masyarakat. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, dapat disimpulkan bahwa 
dalam pencarian kader bacaleg, kualitas memang menjadi prioritas utama dalam 
menentukan caleg yang berintegritas intelektual serta elektabilitas yang memadai, 
supaya masyarakat tidak asal salah memilih calon pemimpin yang hanya 
mementingkan diri sendiri, dari pada memikirkan rakyat.  
 
 
58 
 
 
B. Mengisi formulir kesediaan Bakal Calon Anggota  
    Legislatif (Bacaleg).  
Pengisian formulir kesediaan bakal (Bacaleg) dilakuka untuk mendata siapa saja 
bacaleg yang siap dan sedia dicalonkan oleh Partai Golkar Kota Tegal. 
1. Pertanyaan yang peneliti ajukan pada informan, yaitu Formulir apa saja 
yang harus di isi oleh bacaleg pada saat pencarian kader bacaleg partai 
golkar? 
Menurut Wasmad Edi Susilo, S.H., (selaku ketua Partai Golkar) 
pada tanggal 30 Oktober 2019, mengatakan: 
Untuk pengisian formulir kesediaan sendiri ada 8 formulir untuk 
caleg yang bersangkutan dan 4 untuk formulir yang diisi instansi terkait 
yang wajib di isi masing-masing bacaleg dimana diantaranya: 
Formulir yang diisi Caleg yang bersangkutan 
1. Sp kesediaan menjadi balon (model bb) 
2. Sp WNI bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa Cakap (bb-1) 
3. Sp setia Pancasila UUD 1945 (bb-2) 
4. Sp bekerja penuh waktu (bb-5) 
5. Sp tidak berpraktik advokat notaris dll (bb-6) 
6. Sp pengunduran diri PNS/ TNI/POLRI (bb-7) 
7. Sp tidak merangkap jabatan (bb-8) 
8. Daftar riwayat hidup (bb-11) 
Formulir yang diisi instansi terkait  
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1. SKCK-Kepolisian (model bb-3) 
2. Surat keterangan domisili-kelurahan/kecamatan (bb-4) 
3. Surat keterangan jasmani rohani, RS 
4. Surat keterangan terdaftar sebagai pemilih-pps (bb-10) 
Menurut Topan Makmur, (selaku Caleg nomor urut 6 dapil 4 tegal 
timur) pada tanggal 30 Oktober 2019, mengtakan: 
Benar, jadi setiap bacaleg wajib isi formulir tersebut, untuk nantinya 
di cek lagi sudah benar atau tidak. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, dapat disimpulkan bahwa 
untuk pengisian formulir kesediaan tersebut dari masing-masing bacaleg wajib 
mengisi, manakala ada masalah mengenai formulir yang bacaleg isi atau 
menyalahi aturan partai, jadi bisa untuk bukti.  
2. Pertanyaan yang peneliti ajukan pada informan, yaitu Apakah ada 
formulir kesedian mengenai penugasan fungsionaris untuk tiap-tiap caleg? 
Menurut Ali Rokhman, (selaku Bendahara Partai Golkar) pada 
tanggal 30 Oktober 2019, mengatakan: 
Untuk formulir penugasan fungsionaris caleg, memang ada pada saat 
bacaleg sudah terbukti berperan dan mengabdi kepada partai dan memenuhi 
syarat prestasi, dedikasi, disiplin, loyalitas dan tidak tercela.  
Menurut Sumarni, (selaku Caleg dapil 3 nomor urut 3 Tegal Barat) 
pada tanggal 30 Oktober 2019, mengatakan: 
Ada, tetapi harus menjadi kader dan mengabdi slama 5 tahun, itu    
syarat mengenai penugasan fungsionaris bagi bacaleg yang mengikut. 
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Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, dapat disimpulkan bahwa 
formulir kesediaan tiap-tiap penugasan fungsionaris, manakala bacaleg harus 
mengabdi terlebih dahulu dan tidak melanggar syarat prestasi, dedikasi, disiplin, 
loyalitas dan tidak tercele tersebut. 
3. Pertanyaan yang peneliti ajukan pada informan, yaitu apakah ada biaya 
sendiri mengenai pengganti formulir kesedaian tersebut? 
Menurut Sodik Gagang, (selaku Caleg dapil 4 Tegal Timur) pada 
tanggal 30 Oktober 2019, mengatakan: 
Untuk biaya pengganti formulir ada, tetapi hanya untuk pengganti 
formulir saja, misalkan yang lainnya gratis tidak dipungut biaya. 
Menurut Moh.Muslim ( selaku Caleg dapil 2 Margadana ) pada 
tanggal 30 Oktober 2019, mengatakan bahwa : 
Benar, jadi apa adanya pada saat pengisian formulir 50 ribu rupiah 
untuk pengganti dan yang lainnya gratis. 
Menurut Dede Irwan Ardiyanto (selaku caleg dapil 2 margadana) 
pada tanggal 30 Oktober 2019, mengatakan bahwa : 
Ya, ada pengganti untuk formulir 50 ribu rupiah. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, dapat disimpulkan bahwa 
adanya uang pengganti untuk formulir kesediaan saja, dan yang lainnya memang 
murni gratis tidak ada biaya sepeserpun.  
C. Pendataan Bakal Calon Anggota Legislatif (Bacaleg) 
Pendataan Bacaleg dilakukan untuk pencocokan syarat menjadi caleg Partai Golkar 
Kota Tegal. 
1. Pertanyaan yang peneliti ajukan pada informan, yaitu Data apa saja yang harus 
dilengkapi bacaleg untuk mencalonkan menjadi caleg partai golkar? 
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Menurut Ali Rokhman, (selaku Bendahara Partai Golkar) pada 
tanggal 30 Oktober 2019, mengatakan: 
Untuk data yang harus dilengkapi bacaleg diantaranya: 
1. KTP, Ijazah, Surat keterangan bebas narkoba Surat keterangan 
sehat jasmani dan rohani. 
Menurut Harlan Trikoradi, (selaku Sekretaris Partai Golkar) pada 
tanggal 30 Oktober 2019, mengatakan: 
Memang betul untuk data yang harus dilengkapi sama seperti itu, 
tetapi ada tambahan mengenai caleg harus menyertakan data dari 
pengadilan negeri bagi bacaleg yang pernah tersandung kasus hukum, 
agar nantinya masyarakat juga berhak memilih siapa saja calon 
pemimpin yang sesuai dengan ideologinya atau visi dan misinya.  
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, dapat disimpulkan bahwa 
dalam pendatan bacaleg, bacaleg wajib menyertaan data-data yang sudah 
diumumkan oleh partai golkar mengenai data apa yan wajb bacaleg lampiran, agar 
nantinya data tersebut bisa di cek ulang oleh pengurus dan setelah itu data 
kirimkan ke DPP Partai Golkar.  
2. Pertanyaan yang peneliti ajukan pada informan, yaitu Bagaimana teknis 
pendataan bacaleg pada saat pencalonan bacaleg berlangsung? 
Menurut Soepardjo Ali, (selaku ketua bidang pemenangan pemilu) 
pada tanggal 30 Oktober 2019, mengatakan: 
Untuk teknis pendataan bacaleg sendiri dari partai golkar 
membentuk tim khusus yang nantinya tim khusus tersebut akan mengecek 
ulang data-data apa saja yang masih kurang atau data yang sama sekali 
bacaleg tidak menyertakan kepada pengurus partai pada saat pencalonan. 
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Menurut Wasmad Edi Susilo, S.H., (selaku ketua Partai Golkar) pada 
tanggal 30 Oktober 2019, mengatakan: 
Benar, jadi untuk tim khusus yang dibuat oleh pengurus bukan untuk 
hanya pengecekan data saja tetapi, bisa juga sebagai pengontrol dan 
pengawas. Manakala data tersebut dimanapulasi.  
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, dapat disimpulkan bahwa perlu 
adanya pengecekan ulang terkait data-data bacaleg yang sudah dikumpulkan ke pengurus 
partai, dan kemudian dari pengurus di berikan ke pada tim khusus yang nanti dari tim 
khusus tersebut dicek lagi apa yang masih kurang dan apa yang perlu kumpulkan lagi.  
D. Tes Seleksi bakal calon anggota legislatif  
1. Pertanyaan yang peneliti ajukan pada informan, yaitu Apa saja tes yang diikuti 
caleg partai golkar? 
Menurut Soepardjo Ali, (selaku Ketua bidang pemengan pemilu) pada 
tanggal 30 Oktober 2019, mengatakan: 
a. Tahap Tes Kesehatan 
1. Tes psikologi bakal calon anggota legislative 
Tes pesikologis mencangkup tes kejiwaan untuk mengetahui apakah 
bakal    caleg sehat secara jasmani dan rohaninya. 
2. Tes Bebas Narkoba bakal calon anggota legislatif 
Untuk mengetahui bakal calon angota legislatif bebas dari narkoba, 
maka bakal calon anggota legislatif diharuskan untuk melakukan tes 
urine. Dengan adanya tes urine dapat di ketahui hasilnya bahwa bakal 
calon anggota legislatif positif menggunakan narkoba atau negatif 
menggunakan narkoba. 
 
b. Tes Tertulis  
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Dalam tahap ini bakal calon anggota legislatif mengikuti tes tertulis 
yang didalamnya membahas tentang ke Golkaran atau sejarah 
golkar dan ideologi pancasila. 
Menurut Harlan Trikoradi, (selaku Sekretaris Partai Golkar) pada 
tanggal 30 Oktober 2019, mengatakan: 
Dari tes seleksi tersebut, wajib tiap-tiap bacaleg mengkuti, syarat 
menjadi caleg golkar dengan meng ikuti 2 tes seleksi tersebut.  
2. Pertanyaan yang peneliti ajukan pada informan, yaitu Apakah ada sanksi jika 
dari caleg ada yang tidak mengikut tes tersebut? 
Menurut Wasmad Edi Susilo, S.H., (selaku ketua Partai Golkar) pada 
tanggal 30 Oktober 2019, mengatakan: 
Ada sanksi bagi bacaleg yang tidak mengikuti tes tersebut. Dimana 
mengurangi skor dan atau bisa diskualifikasi, karena tidak menaati 
peraturan ynag sudah dibuat. 
Menurut Soepardjo Ali, (selaku Ketua bidang pemengan pemilu) pada 
tanggal 30 Oktober 2019, mengatakan: 
Memang benar ada sanksi, jika bacaleg tidak mengikut peraturan 
yang dibuat partai.  
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, dapat disimpulkan bahwa 
ada peraturan yang dibuat partai jika dari bacaleg ada yang melanggar bisa 
diskualifikasi, kalau memang dari bacaleg fatal tidak mengikuti aturan yang di 
buat oleh partai golkar tersebut. 
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E. Tahap Pendidikan dan Latihan Calon Anggota Legislatif (Caleg) 
Tahap Pendidikan dan Latihan (Caleg) guna untuk membentuk karakter 
dan kepribadian seorang caleg. 
1. Pertanyaan yang peneliti ajukan pada informan, yaitu Apakah ada bacaleg yang 
tidak mengikuti diklat tersebut? 
Menurut Moh.Muslim ( selaku Caleg dapil 2 (dua) Margada ) pada 
tanggal 30 Oktober 2019 mengatakan bahwa : 
Ada, saya tidak mengikuti diklat. Justru malah terun kemasyarakat 
untuk mencari dukungan dan massa, untuk memenangkan pemilu serentak 
2019.  
Menurut Ali rokhman ( selaku bendahara sekaligus caleg dapil 4 
Tegal timur ) pada tanggal 4 November 2019 mengatakan bahwa : 
Terdapat beberapa bacaleg yang tidak mengikuti diklat tersebut, 
diantaranya: Dede Irwan, Topan Makmur dan Moh Muslim. Alasan 
mengapa tidak mengikuti diklat sangat berfariasi dari ketiga bacaleg 
tersebut. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, dapat simpulkan bahwa 
bahwa dalam tahap pendidikan dan latihan calon anggota legislatif. Nantinya 
partai golkar akan membentuk caleg yang handal yang siap memberikan 
pembekalan pada caleg baik di kecamatan maupun kelurahan untuk suksesnya 
partai. Tetapi pada kenyataan dilapang justru terbanding terbalik. Karena adanya 
caleg yang tidak mengikuti ini yang sangat disayangkan manakala mempengaruhi 
citra partai dan melanggar aturan yang dibuat partai. 
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2. Pertanyaan yang peneliti ajukan pada informan, yaitu mataeri apa saja yang 
diberika pada saat diklat? 
Menurut Soepardjo Ali, (selaku ketua bidang pemenangan pemilu) 
pada tanggal 4 November 2019, mengatakan: 
Ada beberapa materi yang diberikan pada saat diklat diantaranya: 
. Materi Dasar  
1) Materi Dasar (Kompetensi Politik) Kewarganegaraan, 
a. Pancasila dan UUD 1945 
b. Sisitem multi partai, UU Politik dan UU pemilu.  
2) Materi Pokok (Kompetensi ke-Golkar-an)  
a. Doktrin dan ideologi ke-Golkar-an. 
b. Sejarah dan perkembangan Partai Golkar. 
c. Pokok-pokok kebijakan Partai Golkar.  
3) Materi Keorganisasian  
a. Pengelolaan Partai sebagai Partai Modern.  
b. Kepemimpinan yang efektif.  
c. Manajemen konflik. 
d. Pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. 
e. Komunikasi politik. 
f. Publik speaking. 
g. Strategi Pemenangan Pemilu. 
h. Manajemen Kampanye. Materi Umum  
4) Ekonomi dan kebijakan kesejahteraan.  
a. Penanggulangan Kemiskinan.  
b. HAM.  
c. Sikap Partai terhadap Isu-isu aktual.  
d. Perubahan iklim dan lingkungan hidup.  
 
66 
 
 
 
 
Materi Khusus 
Sesuai dengan karakteristik kelompok fungsional dan kepentingan penggalangan. 
Seperti:  
a. Kader penggalang : rescue and security.  
b. Kader penggerak Pemerintah : Konsolidasi Kebijakan dan good 
government.  
c. Perempuan: Kebijakan Gender.  
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan, untuk diklat 
sebenarnya penting bagi caleg yang akan menjadi anggota dewan dan nantinya akan 
membawa nama partai pengusung, jadi kenapa diklat penting karena intelektualitas dan 
elektabilitas akan menentukan caleg itu berkualitas dan berpontensi atau tidak, akan 
ketahuan disini. 
F. Pengiriman Data Peserta Bakal Calon Anggota Legislatif (Bacaleg) 
Pengiriman Data Peserta Bacaleg guna untuk pengecekan kembali barangkali 
ada kekurangan saat pendataan. 
1. Pertanyaan yang peneliti ajukan pada informan, yaitu Data apa saja yang 
dikirimkan ke DPP Partai Golkar Kota Tegal? 
Menurut Soepardjo Ali, (selaku Ketua bidang pemengan pemilu) 
pada tanggal 30 Oktober 2019, mengatakan: 
Untuk pengiriman data yang harus caleg lampirkan yaitu data 
mengenai rekam jejak tiap-tiap caleg serta data caleg yang bernah 
tersandung kasus hukum. 
Menurut Harlan Trikoradi, (selaku Sekretaris Partai Golkar) pada 
tanggal 30 Oktober 2019, mengatakan: 
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Data riwayat hidup, pendidikan, penghargaan dan organisasi apa 
yang pernah diikuti. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan, bahwa 
untuk pengiriman data caleg harus lebih seslektif karena nantinya akan dirim ke 
pusat, data apa saja yang caleg belum lengkapi atau belum dikumpulkan. karena 
nantinya tdata tersebut pentng untuk di data tiap-tiap caleg, manakala caleg 
tersebut memanipulasi data.  
2. Pertanyaan yang peneliti ajukan pada informan, yaitu Bagaimana cara mengirim 
data peserta ke DPP Partai Golkar? 
Menurut Wasmad Edi Susilo, S.H. ( selaku ketua partai Golkar ) pada 
tanggal 4 November 2019, mengatakan bahwa : 
Untuk mengiriman data caleg sendiri dari pengurus akan mendata 
ulang apakah sudah menglengkapi semua persyaratan atau belum, jika 
berkas sudah sudah lengkap semua, data akan dikirim ke DPP melalui 
kantor pos. 
Menurut Ali rokhman ( selaku bendahara sekaligus caleg dapil  
4 Tegal timur ) pada tanggal 4 November 2019 mengatakan bahwa : 
Benar, jadi kalau data sudah siap dan tidak ada masalah dalam 
pendata akan dikirim ke DPP, nantinya dari DPP akan mengecekulang siapa 
yang berkas-berkasnya kurang lengkap dan tidak menyertakan balngko 
sebagai caleg golkar. maka nantinya data tersebut dikembalikan lagi ke 
caleg yang bersangkutan untuk dilengkapi lagi persyaratan caleg, dengan 
jangka 1 minggu sebelum di publkasikan dan di serahkan ke KPU. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, dapat simpulkan bahwa bahwa 
dalam pengiriman data tidak sembarangan data langsung dikirim begitu saja. Perlu 
adanya perlu adanya pengecekan ulang agar nantinya tidak makan waktu yang cukup 
lama pada saat pengiriman. 
 
68 
 
 
G. Tahap Penilaian 
Tahap Penilaian ini digunakan pada saat bacaleg sudah mengikuti 
semua tahapan/prosedur yang ada di Partai Golkar Kota Tegal.  
1. Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan, Apa saja yang dinilai 
bacaleg pada saat mengikuti tahapan-tahapan yang dilakukan oleh 
masing-masing bacaleg? 
Menurut Wasmad Edi Susilo, S.H. ( selaku ketua partai Golkar ) pada 
tanggal 4 November 2019, mengatakan bahwa : 
Dalam seleksi bakal calon legislatif terdapat 4 aspek yang dijadikan 
sebagai acuan penilaian bakal caleg yaitu diantaranya aspek pengabdian, 
aspek elektabilitas, aspek penugasan fungsionaris, dan aspek pendidikan. 
Semua aspek tersebut menjadi acuan dalam menilai bakal caleg saat 
mengikuti tahapan- tahapan seleksi. 
Menurut Ali rokhman ( selaku bendahara sekaligus caleg dapil 4 
Tegal timur ) pada tanggal 4 November 2019 mengatakan bahwa : 
Bener, jadi untuk penilaian kader sendiri ada 4 aspek yang sudah 
dijelaskan oleh ketua partai golkar yang mana dari setiap caleg akan dinilai 
berdasarkan indikator penentuan penilaian caleg. 
2. Pertanyaan yang peneliti ajukan pada informan, yaitu Apakah indikator penentu 
penilaian akan mempengaruhi skor presentasi dari masing-masing caleg? 
Menurut Soepardjo Ali, (selaku ketua bidang pemenangan pemilu) 
pada tanggal 4 November 2019, mengatakan: 
Tentu saja akan mempengaruhi penilaian caleg jika caleg melanggar 
aturan dari partai golkar, yang sebelumnya sudah disepakati dari semua 
pengurus dan masing-masing caleg. 
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Menurut Harlan Trikoradi ( selaku sekretaris partai Golkar ) pada 
tanggal 4 November 2019 mengatakan bahwa : 
Ya memang benar, jadi setiap indikator penentu penilaian ada skor 
presentasi sendiri-sendiri yang nanti hasil skor presentasi terbut diakumulasi 
menjadi 100% jika caleg memenuhi syarat dan tidak melanggar aturan dari 
partai. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, dapat simpulkan bahwa 
tahap penilaian sangat menentukan caleg lolos atau tidak, karena tahap penilaian 
ini dari pengurus partai sudah mulai menilai, siapa caleg yang panatas direkrut 
berdasarkan tahapan dan perayaratan yang ditentukan Partai, serta siapa saja yang 
tidak untuk direkrut. 
H. Tahap Administrasi Bakal Calon Anggota Legislatif (Bacaleg) 
Tahap Administrasi Bacaleg dimana bacaleg wajib mengisi persyaratan 
yang di buat oleh Partai Golkar.  
1. Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan yaitu persyaratan-
persayaratan apa saja yang harus bacaleg lengkapi agar nantinya pada saat 
pengiriman bacaleg tidak mengalami kesulitan?  
Menurut Ali rokhman ( selaku bendahara sekaligus caleg dapil 4 
Tegal timur ) pada tanggal 4 November 2019 mengatakan bahwa : 
Persyaratan-persyaratan yang harus dilengkapi oleh setiap bacaleg 
pada saat pengiriman berkas meliputi : Formulir Model BB1, Formulir 
Model BB2, Fotocopi KTP Elektronik, Fotocopi Ijazah SMA Legalisir, 
Fotocopi Ijazah S1 Legalisir, Fotokopi Ijazah S2 Legalisir, Surat Keterangan 
Sehat Jasmani (RSUD), Surat Keterangan Sehat Rohani (RSUD), Surat 
Keterangan Bebas Penyalahgunaan Narkoba (RSUD), Tanda Bukti Telah 
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Terdaftar Sebagai Pemilih (PPK Kecamatan), Fotokopi Kartu Tanda 
Anggota (KTA) Partai Golkar, Surat Keterangan Catatan Kepolisian 
(SKCK), Pas Foto Berwarna Terbaru 2 Lembar Ukuran 4X6, Surat 
Keterangan dari Pengadilan Negeri (Tidak Pernah Terpidana), dan Pakta 
Integritas. Semua persyatan tersebut wajib di lengkapi oleh semua bacaleg 
yang mengikuti seleksi. 
Menurut Wasmad Edi Susilo, S.H, (selaku Ketua sekaligus caleg 
dapil 1 (satu) Tegal Selatan ) pada tanggal 4 November 2019 mengatakan 
bahwa : 
Dalam data caleg semestara (DCS), bacaleg diharuskan melengkapi 
persyaratan administrasi dalam Kurun waktu Paling lambat 15 (lima belas) 
hari, yang sudah ditentukan oleh DPP Partai Golkar 
2. Pertanyaan yang peneliti ajukan pada informan, yaitu Apakah ada undang-
undang yang mengatur terkait tindakan admnistarsi mengenai tahapan 
penyelenggaraan Pemilu? 
Menurut Wasmad Edi Susilo, S.H, (selaku Ketua sekaligus caleg 
dapil 1 (satu) Tegal Selatan ) pada tanggal 4 November 2019 mengatakan 
bahwa : 
Tindakan Administrasi. Pasal 4 Ayat (2) Uu No. 8 Tahun 2012 
Menguraikan Tahapan Penyelenggaraan Pemilu Meliputi:  
1. Perencanaan Program Dan Anggaran, Serta Penyusunan Peraturan 
Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu;  
2. Pemutakhiran Data Pemilih Dan Penyusunan Daftar Pemilih;  
3. Pendaftaran Dan Verifikasi Peserta Pemilu;  
4. Penetapan Peserta Pemilu;  
5. Penetapan Jumlah Kursi Dan Penetapan Daerah Pemilihan;  
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6. Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD 
Kabupaten/Kota;  
7. Masa Kampanye Pemilu; 
8. Masa Tenang;  
9. Pemungutan Dan Penghitungan Suara;  
10. Penetapan Hasil Pemilu; dan  
11. Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan 
DPRD Kabupaten/Kota 
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, dapat disimpulkan bahwa 
dalam tahap administrasi bacaleg wajib memeraturi semua peraturan baik dari 
KPU maupun Partai Golkar sendiri. 
I. Tahap Verifikasi Data Bakal Calon Anggota Legislatif (Bacaleg) 
Tahap Verifikasi Data (Bacaleg) guna untuk mencocokan data apakah ada yang 
kurang lengkapi atau sudah lengkap semuanya.  
1. Pertanyaan yang peneliti ajukan pada informan, yaitu data apa saja yang harus di 
verifikasi oleh KPU? 
Menurut Widiya Hastantri, S.Sos, (selaku Ka. Subbag Teknis Pemilu 
dan Hupmas) pada tanggal 4 November 2019, mengatakan: 
Untuk verifikasi data/berkas caleg wajib menyertakaan pada 
lampiran persyaratan pendaftaran.diantaranya: 
a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Warga Negara Indonesia 
yang masih berlaku dan paspor bagi bakal calon yang bertempat tinggal di 
luar negeri; 
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b. Surat pernyataan bahwa status bakal calon adalah WNI yang telah 
genap berumur 21 tahun atau lebih, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha 
Esa, cakap berbicara, membaca dan menulis dalam Bahasa Indonesia dan 
setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 
1945 (Model BB); 
c. Fotokopi ijazah/STTB, surat keterangan berpenghargaan sama 
dengan ijazah/STTB, syahadah, sertifikat, atau surat keterangan lain yang 
dilegalisasi oleh sekolah/satuan pendidikan atau Kepala Dinas Pendidikan 
dan Kebudayaan Kabupaten/Kota atau Kepala Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan Provinsi atau Kepala Kantor Kementerian Agama 
Kabupaten/Kota; 
d. Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana penjara 
berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum 
tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 
5 tahun atau lebih (Model BB-1); 
e. Surat keterangan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan yang 
menerangkan bahwa bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani 
pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh 
kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam 
dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih (Model BB-2) dilampiri: 
1. surat pernyataan bahwa yang bersangkutan mantan narapidana 
dan bukti surat kabar yang memuat pernyataan tersebut; 
2. surat keterangan catatan kepolisian bukan pelaku kejahatan 
berulang-ulang. 
f. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba 
dari dokter puskesmas atau rumah sakit pemerintah; 
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g. Surat keterangan atau tanda bukti dari Ketua PPS atau KPU 
Kabupaten/Kota bahwa telah terdaftar sebagai pemilih; 
h. Surat pernyataan bersedia untuk bekerja penuh waktu apabila 
terpilih menjadi Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota  
(Model BB-3) 
i. Surat pernyataan pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali 
bagi : 
Menurut Topan Makmur ( selaku Caleg dapil 4 Tegal Timur) pada 
tanggal 4 November 2019 mengatakan bahwa : 
Dalam tahap Verifikasi, Tim seleksi akan mencocokan ulang terkait 
data keanggotaan bakal calon legislatif apakah sudah valid atau belum yang 
nantinya data tersebut masuk dalam data caleg tetap (DCT). 
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, dapat simpulkan bahwa 
bahwa tahap verifikasi bacaleg. Tim Seleksi melakukan penjaringan dan verifikasi 
data bakal calon anggota legislatif secara transparan sesuai kriteria yang 
ditetapkan. Dengan meneliti kebenaran dan keabsahan atau seluruh dengan 
kelengkapan persyaratan bakal calon anggota legislatif dimana bacaleg harus 
memenuhi syarat yang ditentukan Partai Golkar. 
2. Pertanyaan yang peneliti ajukan pada informan, yaitu Data apa saja yang harus 
dicocokan untuk memenuhi syarat pencalonan menjadi caleg partai golkar? 
Menurut Wasmad Edi Susilo, S.H., (selaku ketua Partai Golkar) pada 
tanggal 4 November 2019, mengatakan: 
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Data yang harus dicocokan caleg diantaranya: Formulir Model BB1, 
Formulir Model BB2, Fotocopi KTP Elektronik, Fotocopi Ijazah SMA 
Legalisir, Fotocopi Ijazah S1 Legalisir, Fotokopi Ijazah S2 Legalisir 
Menurut Harlan Trikoradi ( selaku sekretaris partai Golkar ) pada 
tanggal 4 November 2019 mengatakan bahwa : 
Untuk pencocokan data sendiri, data yang wajib dilamprkan dahulu 
seperti berkas-berkas tadi. Manakala ada caleg yang memanipulsi data. 
Berdasrkan hasil wawancara dengan informan, dapat simpulkan bahwa dari 
pencocokan data caleg harus benar-benar di cek ulang kembali, karena data-data 
tersebut penting untuk nanti bukti jika nantinya caleg ada masalah. 
J. Penentuan Kader Bakal Calon Anggota Legislatif (Bacaleg) 
Penentuan Kader (Bacaleg) untuk mengetahui siapa saja caleg yang sudah lolos 
tahap verifikasi. 
1. Pertanyaan yang peneliti ajukan pada informan, yaitu Bagaimana menentukan 
caleg berkualitas? 
Menurut Wasmad Edi Susilo, S.H., (selaku ketua Partai Golkar) pada 
tanggal 4 November 2019, mengatakan: 
a. Memiliki kompetensi yang memadai untuk menjalankan tugas-tugas   
sebagai anggota legislatif;  
b. Memiliki pengabdian dan rekam jejak yang baik selama aktif di Partai 
Golkar;  
c. Memiliki prestasi, dedikasi, disiplin, loyalitas dan tidak tercela 
(PD2LT);  
d. Memenuhi ketentuan yang disyaratkan oleh Undang-Undang 
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Menurut Harlan Trikoradi ( selaku sekretaris partai Golkar ) pada 
tanggal 4 November 2019 mengatakan bahwa : 
Untuk melihat caleg tersebut berkualitas bisa juga melalui pengabdian, 
penugasan fungsionaris, elekatbliatas dan ynag terakhir pendiidkan. itu ynag 
nanti menjadi penentu caleg bisa dikatakan berkualitas. 
Berdasrkan hasil wawancara dengan informan, dapat simpulkan bahwa 
bahwa dalam menentukan kualiatas caleg tidak sebarang. Ada beberapa kriteria 
penilian dari masing-masing caleg yang dimana akan dilihat tata cara pembobotn 
peniliannya. 
2. Pertanyaan yang peneliti ajukan pada informan, yaitu Bagaimana penentuan 
penilian caleg?   
Menurut Wasmad Edi Susilo, S.H., (selaku ketua Partai Golkar) pada 
tanggal 4 November 2019, mengatakan: 
Dalam menentukan dilakukan penilaian terhadap kader bakal calon 
anggota legislatif meliputi aspek: Pengabdian, elektabilitas, penugasan 
sebagai fungsionaris dan pendidikan (Juklak- 10/DPP/Golkar/VII/2017).  
Menurut Harlan Trikoradi ( selaku sekretaris partai Golkar ) pada 
tanggal 4 November 2019 mengatakan bahwa : 
Benar, untuk penentuan penilian caleg bisa dilihat dari skor atAU 
tata cara pembobotaan 
Berdasrkan hasil wawancara dengan informan, dapat simpulkan bahwa 
bahwa penentuan penilian caleg bisa dilihat dari pendidikan, penugasan 
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fungsionaris, elektablitas serta pengabdian. Nanti dari situ ada nilai skor yang 
muncul atau bisa dilihat. 
No. Aspek yang diberi bobot % 
1. Pengabdian 40 
2. Prospek keterpilihan (elektabilitas) 30 
3. Penugasan fungsionaris 20 
4. Pendidikan  10 
 
  K. Tahap Penetapan Calon Anggota Legislatif (Caleg) 
       Tahap Penetapan Caleg digunkan pada saat caleg sudah lolos  
        tahap penentuan.  
1. Pertanyaan yang peneliti ajukan pada informan, yaitu Bagaimana penetapan 
nomor urut caleg? 
Menurut Harlan Trikoradi ( selaku sekretaris partai Golkar ) pada 
tanggal 4 November 2019 mengatakan bahwa : 
Dalam penetapan nomor urut caleg dapat ditentukan dengan 
memperhatikan berapa hal diantaranya: nomor urut dartar caleg disusun 
memprioritaskan pengurus partai yang aktif. Memperhatikan keterwakilan 
30% perempuan sebagaimna ketentuan perundang-undangan, nomor urut 
caleg disusun memperhatikan kader muda. Selain itu penetapan caleg akan 
dilihat data calon tetap (DPT) yang akan diumumkan oleh KPPU siapa-
siapa bacaleg yang ditetapkan sebagai caleg. 
Menurut Ali Rokhman, (selaku Bendahara sekaligus caleg dapil 4 
Tegal Timur) pada tanggal 4 November 2019, mengatakan: 
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Dalam tahap penetapan Daftar calon Tetap yang  dilakukan oleh 
DPD Partai Golkar Provinsi setelah mendapat masukan dari KPUD 
Provinsi dengan sebelumnya mengkonsultasikannya kepada Ketua Umum 
DPP Partai Golkar untuk memperoleh persetujuan dan pengesahan oleh 
DPP Partai Golkar  
Berdasrkan hasil wawancara dengan informan, dapat simpulkan bahwa 
bahwa dalam tahap penetapan. Akan dilihat Ketentuan Penyusunan Nomor Urut 
Daftar Calon yang mana penyusunan daftar calon sementara (DCS) dan daftar 
calon tetap (DCT) wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 
1 Nomor urut daftar calon anggota legislatif disusun memprioritaskan 
pengurus partai yang aktif.  
2. Nomor urut daftar calon anggota legislatif disusun memperhatikan 
keterwakilan 30 % perempuan sebagaimana ketentuan perundang-
undangan 
3. Nomor urut daftar calon anggota legislatif disusun memperhatikan 
kader muda.  
2. Pertanyaan yang peneliti ajukan pada informan, yaitu bagaimana cara mengecek 
masuk DPT? 
Menurut Widiya Hastantri, S.Sos, (selaku Ka. Subbag Teknis Pemilu 
dan Hupmas) pada tanggal 4 November 2019, mengatakan: 
Untuk pemilih bisa mengecek apakah namanya sudah masuk dalam 
DPT dengan mendownload aplikasi KPURIPEMILU 2919. 
Menurut Wasmad Edi Susilo, S.H., (selaku ketua Partai Golkar) pada 
tanggal 4 November 2019, mengatakan: 
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Untuk pengecekan DPT sendiri bisa melalui KPU atau bisa 
mengakses portal https://lindunghakpilihmu.kpu.go.id. untuk DPT terebut 
khusus caleg yang mengisi. 
Berdasrkan hasil wawancara dengan informan, dapat simpulkan bahwa 
bahwa pengecekan DPT hanya caleg yang mengisi data pribadi untuk login ke 
halaman portal tersebut, karena untuk mengetahui apakah caleg sudah terdaftar 
sebagai caleg atau belum. 
3. Pertanyaan yang peneliti ajukan pada informan, yaitu Apakah dalam penetapan 
caleg harus di sesuaikan dengan daerah pemilihan (dapil) masing-masing? 
Menurut Wasmad Edi Susilo, S.H., (selaku ketua Partai Golkar) pada 
tanggal 4 November 2019, mengatakan: 
Ya, karena disesuaikan dengan asal dan penugasan wilayah masing-
masing caleg  
Menurut Widiya Hastantri, S.Sos, (selaku Ka. Subbag Teknis Pemilu 
dan Hupmas) pada tanggal 4 November 2019, mengatakan: 
Ada peraturan soal dapil tersebut dapat dilihat dalam peraturan 
KPU nomor 05 tahun 2013 tentang tata cara penetapan daerah pemelihan 
dan alokasi kursi setiap daerah pemlihan anggota DPRD Provinsi dan 
DPRD Kabupatan/ Kota dalam pemilu 2019. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, dapat simpulkan bahwa 
bahwa untuk DPT ada Undang-undang yang mengatur, serta dalam hal ini agar 
caleg tidak mengelurkan biaya yang banyak. 
V.1.2 Faktor Pendukung dan Faktor Penghambatan Mekanisme Rekrutmen Caleg 
Partai Golkar Kabupaten/Kota 
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a) Faktor Pendukung mekanisme rekrutmen dalam meningkatkan kualitas caleg 
partai golkar di Kota Tegal Tahun 2019.  
1. Pertanyaan yang peneliti ajukan pada informan, apa saja faktor pendukung 
dalam pelaksanaan mekanisme rekrutmen dalam meningkatkan kualitas caleg 
partai golkar di Kota Tegal tahun 2019? 
Menurut Soepardjo Ali, (selaku ketua bidang pemenangan pemilu) pada 
tanggal 4 Novembert 2019, mengatakan: 
Faktor pendukung sendiri dari dalam Perekrutan calon anggota legislatif, 
partai Golkar mengambil dari semua kader yang sudah ada di struktur 
kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kota Tegal serta 
pengurus di tingkat kecamatan (PK) dan di dalam ormas yang mendirikan dan 
didirikan Partai Golkar (Hasta Karya). 
Menurut Wasmad Edi Susilo, S.H., (selaku ketua Partai Golkar) pada 
tanggal 4 November 2019, mengatakan: 
Di samping itu adanya kesadaran diri pada setiap kader untuk selalu ingin 
turut andil dalam membesarkan dan memperjuangkan Partai Golkar terutama 
dalam hal ini Partai Golkar Kota Tegal, karena Partai Golkar merupakan partai 
yang merakyat, dalam artian partai yang ingin memperjuangkan aspirasi rakyat.  
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, dapat simpulkan bahwa 
bahwa dalam faktor pendukung pelaksanaan mekanisme rekrutmen caleg, 
pengkaderan penting untuk untuk membentuk karakter seseorang agar sepaham 
ideologi, dimana nantinya dari pengkaderan akan menumbuhkan aspek 
kepribadian seseorang menuju arah yana lebih bijak dan penanaman nilai-nilai  
kemanusiaan agar terciptanya  regenerasi yang kelak akan berjalan bersama untuk 
mencapai tujuan partai.  
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b) Faktor yang menjadi hambatan mekanisme rekrutmen dalam 
meningkatkan kualitas caleg partai golkar di Kota Tegal Tahun 2019.  
1. Pertanyaan yang peneliti ajukan pada informan, yaitu faktor apa saja 
yang menghambat pelaksanaan mekanisme rekrutmen dalam 
meningkatkan kualitas caleg partai golkar di Kota Tegal tahun 2019? 
Menurut Soepardjo Ali, (selaku ketua bidang pemenangan pemilu) 
pada tanggal 4 Novembert 2019, mengatakan: 
Adanya 4 hambatan pada saat sudah mulai pendataan caleg, dimana 
hambatan tersebut diantaranya: adanya caleg yang mengunduran diri, 
penyebabnya ijazah belum terlampir, SKCK, serta Tes urine yang belum 
dilaksanaan oleh caleg. 
Menurut Wasmad Edi Susilo, S.H., (selaku ketua Partai Golkar) pada 
tanggal 4 November 2019, mengatakan: 
Jadi, 4 hambatan yang dijelaskan oleh Ketua bidang pemenangan 
pemilu memang benar adanya. Manakala hambatan tersebut membuat 
pengurus Partai Golkar kuwalahan, sebab hambatan tersebut membuat lama 
lagi proses pendataan caleg untuk dikirim ke KPU maupun ke DPP pusat 
Partai Golkar. 
Menurut Harlan Trikoradi (selaku sekretaris partai Golkar) pada 
tanggal 4 November 2019 mengatakan bahwa: 
Selain itu tidak mau mendapatkan nomor urut bawah, kesulitan 
pemenuhan kuota 30% calon anggota legislatif perempuan. Ironinya 
menjelang pemilu serentak 2019, partai golkar belum adanya yang 
mendaftar dari kalangan perempuan, karena syarat partai boleh mengikut 
pemilu harus ada keterwakilan perempuan 30% ini yang menjelang 
pendaftaran belum adanya caleg perempuan yang dari partai golkar.  
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Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, dapat simpulkan bahwa 
hambatan dalam pelaksanaan mekanisme rekrutmen caleg. Harus adanya 
pengecekan ulang agar nantinya pada saat pendataan caleg, tidak ada data yang 
ketinggalan maupun alasan lainnya, jadi pada saat pengiriman data caleg dari 
pengurus maupun dari bidang pemenangan pemilu tidak perlu lagi kuwalahan. 
 
V.2. Pembahasan atas hasil penelitian 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa 
Mekanisme Rekrutmen Dalam Meningkatkan Kualitas Caleg Partai Golkar di 
Kota Tegal Tahun 2019.  
1. Pencarian Kader Bakal Calon Anggota Legislatif (Bacaleg) 
Kandidat/Bacaleg yang akan dicalonkan menjadi anggota legislatif 
sebelum mereka mengikuti pendidikan dan latihan kader fungsionaris serta 
tahapan-tahapan untuk syarat bakal calon anggota legislatif. 
Salah bentuk pencarian kader bakal calon anggota legislatif adalah 
Dari Pimpinan Kelurahan akan mencari anggota partai Golkar di tingkat 
kelurahan atau kecamatan yang di nilai berkualitas baik dari segi 
pengetahuan Ke-Golkaran maupun dari segi loyalitas. 
  
2. Mengisi formulir kesediaan Bakal Calon Anggota Legislatif  
Mengisi data kesediaan atau kesiapan bakal calon anggota legislatif 
untuk kemudian dikirim di tingkat Kabupaten/Kota. Kemudian, setelah 
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selesai pengisian data bakal calon anggota legislatif akan mengikuti 
tahapan selanjutnya yang akan diberikan kepada Tim seleksi. 
3. Penentuan Kader Bakal Calon Anggota Legislatif 
Pelaksanaan penentuan bakal calon anggota legislatif Partai Golkar 
Kota Tegal dilihat dari indikator penilian yang nantinya akan disaring 
siapa saja yang akan menjadi calon anggota legislatif Partai Golkar.  
 
4. Pendataan Bakal Calon Anggota Legislatif 
Proses tahapan dimana bakal calon anggota legislatatif 
pengumpulkan data yang dilakukan sesuai prosedur yang ditentukan oleh 
Tim seleksi dan kemudian akan dikirimkan ke Kabupaten/Kota setelah 
bkal calon anggota legislatif selesai memenuhi syarat.  
5. Pengiriman Data Peserta Bakal Calon Anggota Legislatif 
Pendataan yang sudah dikirim ke pusat dan kemudian akan 
disaring kembali oleh tim penilai apakah bacaleg memenuhi kriteria Partai 
Golkar atau tidak. Setelah pendataan selesai bacaleg mengikuti tes 
selanjutnya, yang akan menentukan apakah lolos atau tidaknya kandidat 
tersebut.  
6. Tes Seleksi bakal calon anggota legislatif  
Penyeleksian bakal calon anggota legislatif yang dilihat dari tolak 
ukur sesuai dengan aturan DPP Partai Golkar, mengenai kriteria bacaleg.  
7. Tahap Penilaian 
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Tahap penilaian yang dilihat dari kriteria atau syarat yang ditentukan 
oleh DPP Partai Golkar.  
8. Tahap Pendidikan dan Latihan Calon Anggota Legislatif  
Dimana bacaleg dilatih untuk menambah pengetahuan dan wawasan 
ke-Golkaran agar nantinya bacaleg tidak dikatakan caleg karbitan.  
9. Tahap Administrasi Bakal Calon Anggota Legislatif 
Tahap pendataan dimana bacaleg harus melengkapi persyaratan yang 
telah ditentukan berdasarkan DPP Partai Golkar.  
10. Tahap Verifikasi Data Bakal Calon Anggota Legislatif 
Tahap pencocokan data yang akan dikirimkan ke pusat, untuk 
selanjutnya di seleksi apakah data tersebut sudah valid atau belum.  
11. Tahap Penetapan Calon Anggota Legislatif 
Penentuan Bacaleg Partai Golkar Kota Tegal yang sudah diusung menjadi 
Caleg tetap harus mengikuti prosedur pelaksanaan oleh DPD Partai Golkar.   
V.2.1. Faktor pendukung dan faktor penghambatan Mekanisme Rekrutmen 
Dalam Meningkatkan Kualitas Caleg Partai Golkar di Kota Tegal Tahun 
2019. 
Beberapa faktor pendukung yang dapat mempelancar dalam proses 
perekrutan calon anggota legislatif di DPD Partai Golkar Kota Tegal. Diantaranya 
yaitu dalam Perekrutan calon anggota legislatif, partai Golkar mengambil dari 
semua kader yang sudah ada di struktur kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah 
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(DPD) Partai Golkar Kota Tegal serta pengurus di tingkat kecamatan (PK) dan di 
dalam ormas yang mendirikan dan didirikan Partai Golkar (Hasta Karya). 
Di samping itu adanya kesadaran diri pada setiap kader untuk selalu ingin 
turut andil dalam membesarkan dan memperjuangkan Partai Golkar terutama 
dalam hal ini Partai Golkar Kota Tegal, karena Partai Golkar merupakan partai 
yang merakyat, dalam artian partai yang ingin memperjuangkan aspirasi rakyat. 
Selain itu, Partai Golkar merupakan salah satu partai besar yang perolehan 
suaranya selalu tinggi di setiap pemilu legislatif dan sudah dikenal oleh 
masyarakat luas, sehingga banyak masyarakat luas dalam hal ini adalah para kader 
Golkar yang berminat untuk mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif di 
DPD Partai Golkar Kota Tegal. Karena kebesaran partai berlambang beringin 
inilah sehingga masyarakat luas dalam hal ini adalah para kader Partai Golkar 
akan berfikiran bahwa dengan menjadi calon anggota legislatif dari Partai Golkar 
presentasi untuk menjadi anggota DPRD Kota Tegal akan menjadi lebih besar. 
Dalam Perekrutan calon anggota legislatif di DPD Partai Golkar Kota 
Tegal, juga terdapat beberapa faktor yang menghambat dalam proses Perekrutan 
anggota legislatif partai tersebut. Akan tetapi dengan adanya hambatan tersebut 
bukan berarti Partai Golkar Kota Tegal tidak bisa berjalan dengan lancar dan 
sesuai sesuai target yang telah ditentukan. Akan tetapi hambatan tersebut 
dijadikan Partai Golkar sebagai acuan untuk menambah semangat dalam 
menjalankan proses demi terwujudnya tujuan dari partai Golkar. Diantara 
beberapa hambatan yang dapat memperlambat proses perekrutan calon anggota 
legislatif di DPD Partai Golkar Kota Tegal: 
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1. Adanya pengunduran diri 
2. Tidak mau mendapatkan nomor urut bawah 
3. Kesulitan pemenuhan kuota 30% calon anggota legislatif perempuan. 
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BAB VI 
PENUTUP 
A. Simpulan  
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil kesimpulan 
sebagai berikut. 
1. Mekanisme Rekrutmen dalam Meningkatkan Kualitas Caleg Partai Golkar 
di Kota Tegal Tahun 2019 dilakukan terhadap anggota partai yang 
memenuhi syarat dan kriteria. Selain itu, masyarakat di luar partai bisa 
direkrut apabila memenuhi syarat dan menyetujui perjanjian politik dengan 
melalui tahap penjaringan, penyaringan tahap I (satu) dan II (dua) hingga 
penetapan. 
2. Faktor pendukung Mekanisme Rekrutmen dalam Meningkatkan Kualitas 
Caleg Partai Golkar di Kota Tegal Tahun 2019 Diantaranya yaitu dalam 
Perekrutan calon anggota legislatif, partai Golkar mengambil dari semua 
kader yang sudah ada di struktur kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah 
(DPD) Partai Golkar Kota Tegal serta pengurus di tingkat kecamatan (PK) 
dan di dalam ormas yang mendirikan dan didirikan Partai Golkar (Hasta 
Karya). 
3. Faktor penghambat Mekanisme Rekrutmen dalam Meningkatkan Kualitas 
Caleg Partai Golkar di Kota Tegal Tahun 2019: 1). Adanya pengunduran 
diri 2). Tidak mau mendapatkan nomor urut bawah 3). Kesulitan 
pemenuhan kuota 30% calon anggota legislatif perempuan 
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B. Saran  
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan saran 
sebagai berikut. 
1. Partai politik perlu meningkatkan implementasi kinerja partai serta 
merealisasikan program kerja partai secara riil yang bermanfaat untuk 
masyarakat agar usaha untuk mengajak masyarakat bergabung dengan partai 
Mengingat pentingnya kaderisasi, maka Partai Golkar perlu 
mengoptimalkan kembali kaderisasi. Kaderisasi hendaknya dilakukan secara 
terus menerus dan mencakup seluruh anggota partai agar partai dapat 
meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) partai sehingga 
memudahkan partai untuk keperluan reorganisasi pengurus partai dan 
penjaringan calon anggota legislatif  
2. Perlu dikembangkan sistem yang demokratis dalam tubuh Partai Golkar, 
mengingat selama ini semua keputusan partai dimobilisasi oleh DPP dan 
tingkatan struktural di bawah hanya mengikuti apa yang diinstruksikan 
Dewan Pimpinan Pusat (DPP).  
3. Partai Golkar perlu menampilkan eksistensi partai, misalnya melalui dialog 
terbuka secara berkala dengan kelompok-kelompok masyarakat, kalangan 
intelektual dan tokoh-tokoh masyarakat yang diliput secara meluas oleh 
media massa cetak dan elektronik sehingga masyarakat dapat lebih 
mengenal Partai Golkar. 
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